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RENCANA KERJA 

DINAS KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN 

KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2020 

 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Sebagaimana di amanatkan dalam Undang-undang Nomor 25 

tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan 

Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang  Pemerintahan Daerah 

Bahwa setiap daerah berkewajiban menyusun perencanaan 

pembangunan daerah, yang salah satunya adalah Rencana 

KerjaPembangunan daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan 

pemerintah untuk pereode 1 (satu) tahun ketentuan tersebut OPD 

kemudian membuat Rencana Kerja (RENJA), dalam penyusunan Renja 

pada Dinas Keluarga Berencana dan Pemeberdayaan Perempuan 

mengacu dari RKPD Pemerintah Kabupaten Pasuruan dan disamping itu 

juga pada Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Keluarga Berencana dan 

Pemeberdayaan Perempuan pada periode tahun 2018 - 2023. 

Program Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan 

merupakan bagian yang menunjang program pembangunan yang ada 

pada Misi Pemerintah Kabupaten Pasuruan tersebut yang tertuang 

dalam Rencana Kerja Dinas Keluarga Berencana dan Pemeberdayaan 

Perempuan tahun 2020 dilakukan melalui dua tahapan yang merupakan 

suatu rangkaian proses yang berurutan, Tahap pertama perumusan 

rancangan Rencana Kerja Keluarga Berencana dan Pemberdayaan 

Perempuan. Perumusan rancangan Rencana Kerja Keluarga Berencana 

dan Pemberdayaan Perempuan dilakukan melalui serangkaian kegiatan 

yaitu Pengolahan data dan informasi, Analisis gambaran kegiatan 

Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan, Isu–isu 

penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD, Mereview hasil evaluasi 

pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu berdasarkan Rencana Strategis 

Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kegiatan Review 

hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu dan pencapaian 

kinerja Rencana Strategis ditujukan untuk mengidentifikasi sejauh mana 

kemampuan dalam melaksanakan program dan kegiatannya, 

mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan 

kegiatan Rencana Strategis, serta hambatan dan permasalahan yang 

dihadapi, Telaahan terhadap rancangan awal RKPD, Perumusan tujuan 

dan sasaran, Penelaahan usulan program dan kegiatan dari masyarakat 

melalui Petugas Lapangan, Perumusan kegiatan prioritas, Penyajian awal 

dokumen rancangan Rencana Kerja Keluarga Berencana dan 

Pemberdayaan Perempuan, Penyempurnaan rancangan Rencana Kerja 

Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan. 

LAMPIRAN XII :  PERATURAN BUPATI PASURUAN 

                      NOMOR      :      97 TAHUN 2019 

                  TANGGAL   :     31  JULI    2019 

 



Pembahasan forum Keluarga Berencana dan Pemberdayaan 

Perempuan dan Penyesuaian dokumen rancangan Rencana Kerja 

Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan sesuai dengan 

prioritas dan sasaran pembangunan tahun rencana dengan 

mempertimbangkan arah dan kebijakan umum pembangunan daerah, 

arahan menteri terkait dan SPM. Tahap kedua penyajian rancangan 

Rencana Kerja Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan. 

 

1.2. Landasan Hukum 

Landasan hukum sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Dinas 

Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten 

Pasuruan tahun 2020 adalah: 

1. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 No. 47, tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4286); 

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 

Negara; 

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; 

4. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 

2004 No.104, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 

4421); 

5. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, 

tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional tahun 2005–2025 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 No. 33 tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4700); 

7. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 No. 68 tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4725 ); 

8. Undang-Undang Nomor 52 tahun 2009 tentang Perkembangan 

Kependudukan dan Pembangunan Keluarga; 

9. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 

2015 tentang Pemerintah Daerah; 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 tentang Pelaporan 

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia No. 4124; 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyususnan 

Rencana Kerja dan Anggaran Kementrian Negara/Lembaga; 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 

No. 140 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  No. 4578); 

 

 



13. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara 

Penyususnan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia tahun 2006 No. 97, tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia  No. 4664); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian 

Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Provensi dan 

Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia 

tahun 2007 No. 82, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  

No. 4737); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi 

Pemerintah Daerah; 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman 

Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi 

dan Tugas Perbantuan; 

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang 

Perubahan Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman 

Pengelolaan Keuangan Daerah; 

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang 

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang 

Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi 

Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah; 

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata 

Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, 

Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan 

Jangka enengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. 

22. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tanggal 12 Maret 2009 Nomor : 

640/751/SJ tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja 

Pembangunan Daerah (RKPD) dan Musrenbang tahun 2010; 

23. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 2 tahun 2008 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang  Daerah (RPJPD) Kabupaten 

Pasuruan Tahun 2005-2025; 

24. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 2 tahun 2008 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang  Daerah (RPJPD) Kabupaten 

Pasuruan Tahun 2005-2025; 

25. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 1 Tahun 2019 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 

Kabupaten Pasuruan 2018-2023; 

26. Peraturan Bupati Pasuruan  Nomor 52 Tahun 2016 Tentang 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja 

Dinas Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan. 

 

 

 



1.3. Maksud dan Tujuan 

Maksud dan tujuan penyusunan program Rencana Kerja Dinas 

Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten 

Pasuruan tahun 2020 adalah : 

1. Menjamin konsistensi pencapaian program prioritas sesuai dengan 

kebutuhan. 

2. Memperkuat landasan penentuan program dan kegiatan secara 

kronologis dan berkelanjutan. 

3. Memberi gambaran tentang rencana kegiatan Dinas Keluarga 

Berencana dan Pemberdayaan Perempuan tahun anggaran 2020. 

4. Memenuhi Kebutuhan Target Kinerja Sesuai kondisi sasaran program 

yang ditetapkan pemerintah. 

 

1.4. Sistematika Penulisan 

Rencana Kerja Dinas Keluarga Berencana dan Pemberdayaan 

Perempuan Kabupaten Pasuruan tahun 2020 disusun dengan 

sistematika sebagai berikut : 

1. BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini berisi latar belakang, maksud dan tujuan, landasan hukum 

penyusunan Rencana Kerja Dinas Keluarga Berencana dan 

Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Pasuruan, penjelasan 

mengenai sistematika penulisan. 

2. BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA OPD TAHUN 

LALU 

Bab ini menjelaskan Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu 

dan capaian Rencana Strategis Dinas Keluarga Berencana dan 

Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Pasuruan, Analisa kinerja 

pelayanan, Isu-isu penting penyelenggaran Tugas dan Fungsi, Review 

terhadap rancangan awal Rencana Kerja, dan Penelahaan usulan 

program dan kegiatan Organisasi Pemerintah Daerah Dinas Keluarga 

Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Pasuruan. 

3. BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 

Bab ini mejelaskan telaah terhadap kebijakan nasional, tujuan dan 

sasaran Rencana Kerja, Program dan kegiatan dengan 

memperhatikan Visi dan Misi Perangkat Daerah. 

4. BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 

Bab ini menjelaskan rencana kerja dan pendanaan yang disusun 

OPD tahun 2020. 

5. BAB V PENUTUP 

Bab ini menjelaskan catatan penting yang perlu mendapat perhatian, 

kaidah-kaidah pelaksanaan, dan rencana tindak lanjut Inputs, 

Outputs, Outcomes. 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB II 

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA 

PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU 

 

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Lalu  

Berdasarkan Rencana Strategis tahun 2013-2018 Dinas Keluarga 

Berencana dan Pemberdayaan Perempuan memiliki, visi dan misi 

berikut: 

a. Visi 

 

 

 

 

 

 

Visi ini mencerminkan cita-cita dan harapan Dinas Keluarga 

Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Pasuruan 

untuk meningkatkan pelayanan kependudukan dan memberikan 

wawasan kepada masyarakat melalui beberapa program untuk 

mewujudkan pertumbuhan penduduk yang seimbang dan 

berkualitas serta adanya kesetaraan keadilan gender. 

b. Misi 

Dalam rangka mencapai visinya tersebut, telah dirumuskan misi 

sebagai berikut: 

- Mewujudkan pembangunan yang berwawasan kependudukan dan 

mewujudkan Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera. 

- Peningkatan Kualitas Hidup Anak dan Perempuan serta kesetaraan 

dan keadilan Gender. 

c. Tujuan 

Renstra unit kerja Dinas Keluarga Berencana  dan Pemberdayaan 

Perempuan Kabupaten Pasuruan 2013-2018 untuk mengetahui 

gambaran hasil program Kependudukan dan Keluarga Berencana 

serta Pemberdayaan Perempuan serta Perlindungan Anak dalam 

kurun 5 (lima) tahun dengan tujuan sebagai berikut: 

- Terselenggaranya program Kependudukan dan Keluarga 

Berencana dalam mewujudkan keluarga kecil bahagia sejahtera 

dengan Menurunkan Perkawinan Usia Muda dan Meningkatkan 

ber-KB MKJP khusunya IUD dan MOP. 

- Terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender dalam rangka 

kesejahteran dan perlindungan perempuan dan anak dengan 

Menurunkan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak. 

Dalam rangka mencapai visi misi serta tujuan tersebut, pada 

tahun 2018 Dinas Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan 

melaksanakan 17 Program dan 50 Kegiatan dengan rincian sebagai 

berikut : 

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 

Kegiatan : 

a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik 

b. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 

c. Penyediaan Alat Tulis Kantor 

Pelayanan Prima menuju Penduduk Tumbuh 

Seimbang dan Kesetaraan Keadilan Gender. 



d. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 

e. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 

f.    Penyediaan Makanan dan Minuman 

g. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 

h. Penyediaan Jasa Perkantoran 

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 

Kegiatan : 

a. Pembangunan Gedung Kantor 

b. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 

c. Pengadaan Mebelair 

d. Pengadaan Peralatan Kantor 

e. Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor 

f.    Pemeliharaan rutin/berkala KendaraanDinas/ Operasional 

g. Pemeliharaan rutin/berkala PeralatanKantor 

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 

Kegiatan : 

a. Penilaian Angka Kredit 

4. Program Perencanaan Pembangunan Daerah 

Kegiatan : 

a) Forum SKPD 

5. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 

Kegiatan : 

a) Pendidikan dan Pelatihan Formal 

6. Program Keluarga Berencana 

Kegiatan : 

a. Pelayanan KIE (Komunikasi Informasi dan Edukatif) 

b. TentaraManunggal KB dan Kesehatan 

c. KIE Berbagai Media dan Mupen 

d. PeningkatanPelayanan KB Momentum 

e. Sosialisasi Kontrasepsi KB Rasional 

f.    OperasionalpenyuluhanKependudukan dan Keluarga Berencana 

(KKB) 

7. Program Pelayanan Kontrasepsi 

Kegiatan : 

a. Pelayanan KB Medis Operasi 

b. Pengayoman Kontrasepsi (Komplikasi dan Kegagalan) 

8. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan KB 

Kegiatan : 

a) Pengadaan Sarana Pelayanan Klinik KB 

b) Pembangunan BalaiPenyuluhan KB Tingkat Kecamatan 

c) PengadaanSarana dan Prasarana Gedung Pelayanan KB 

9. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Fisik Pelayanan KIE 

Program KB 

Kegiatan : 

a) Pengadaan Sarana KIE KTT Kependudukan dan KB (KKB) 

10. Program Peningkatan Daya Jangkau dan Kualitas Penyuluhan 

serta Kelengkapan 

Kegiatan : 

a) Pengadaan Sarana Kerja Bagi PKB/PLKB 

 



11. Program Rancangan Induk Pengendalian Penduduk 

Kegiatan : 

a. Sosialisasi Dimensi Kependudukan 

b. Pembinaan Koalisi Kependudukan 

12. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian 

Kinerja dan Keuangan 

Kegiatan : 

a. Bimbingan Teknis PLKB/PKB tentang R/R 

b. Pelatihan Pencatatan Pelaporan Pelayanan Kontrasepsi 

13. Program Keluarga Sejahtera 

Kegiatan : 

a. Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi 

Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kab/Kota dalam Pembangunan 

Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan 

Keluarga 

14. Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan 

KB/KR yang Mandiri 

Kegiatan : 

a. Pendataan Keluarga Sejahtera 

b. Temu Kader PPKBD 

c. Pembinaan PPKBD dan Sub PPKBD 

d. Gelar Produk Unggulan 

e. Pelatihan/ Pembinaan Pengelolaan UPPKS 

f.    Pembinaan  dan Pelatihan Keterampilan Kerja bagi Tenaga Kerja 

dan Masyarakat 

15. Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan 

Konseling KRR 

Kegiatan : 

a. Pembinaan Anggota PIK KRR 

b. Sosialisasi PIK Remaja Berbasis Sekolah 

c. Jambore PIK Remaja 

d. Fasilitasi Saka Kencana 

16. Program Pengembangan Model Operasional BKB-POSYANDU-

PADU 

Kegiatan : 

a. KIE Kelompok BKB Posyandu 

b. Fasilitasi Pembinaan Kelompok BKB 

17. Program Penguatan Kelembagaan Pengarustamaan Gender dan 

Anak 

Kegiatan : 

a. Pengembangan Materi dan Pelaksanaan  KIE tentang Kesetaraan 

dan Keadilan Gender (KKG) 

b. Fasilitasi Pelaksanaan Kabupaten Layak Anak 

c. Fasilitasi Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan 

Anak dan Perempuan (PPT-PPA) 

 

Penyelenggaraan urusan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan 

Perempuan ini mengemban 3 Sasaran terdiri Terciptanya Keluarga 

Berkualitas melalui Kesertaan ber KB, Meningkatnya Keluarga Sejahtera 

yang berkualitas dan Meningkatnya Pemberdayaan dan Perlindungan 



Perempuan dan Anak. Berikut ini penjelasan mengenai sasaran dan 

indicator kinerja : 

Tabel 2.1. 

Sasaran dan Indikator Kinerja 

Dinas KeluargaBerencana dan Pemberdayaan Perempuan 

Kabupaten Pasuruan Tahun 2018 

 

Sasaran Indikator 
Target 

(%) 

Realisasi 

(%) 

Terciptanya Keluarga 

Berkualitas Melalui 

Keikutsertaan Ber-

KB 

Prosentase Sasaran 

PasanganUsia Subur 

yang Menjadi Peserta 

KB Aktif (PA) 

72,95 73,12 

Meningkatnya 

Keluarga Sejahtera 

yang Berkualitas 

Prosentase Tahapan 

Keluarga Pra-S dan KS-I 
40,50 40,11 

Meningkatnya 

Pemberdayaan dan 

Perlindungan 

Perempuan dan Anak 

Prosentase Penurunan 

Kasus Kekerasan 

Terhadap Anak dan 

Perempuan 

0,013 0,008 

 

1. Sasaran  : Terciptanya keluarga berkualitas melalui kesertaan ber-KB. 

Indikator : Prosentase Sasaran Pasangan Usia Subur (PUS) yang  

                      menjadi Peserta KB Aktif. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1Kunjungan Ibu Bupati,Sekertaris Daerah dan Kepala Dinas 

KB dan PP dalam acara Dinas Giat Kesatuan Gerak PKK-KKBPK-

Kesehatan pemasangan KB implan pada masyarakat 

 

Program Keluarga Berencana diarahkan pada Pasangan  Usia  

Subur (PUS). Persentase ini dihitung dengan membandingkan antara 

jumlah peserta KB dengan Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS). 

Jumlah peserta KB Aktif pada tahun 2018 mencapai 254.126 

Akseptor atau 73,12% dari jumlah seluruh PUS sebanyak 347.570 

Capaian kinerja tahun 2018 meningkat 0,22 % dibanding tahun 2017 

sebesar 72,90 %. Secara Nominal Jika dibandingkan dengan jumlah 

peserta KB aktif tahun 2017 yang mencapai 245.702 Akseptor, maka 

tahun 2018 terjadi kenaikan jumlah peserta KB sebesar 8242 akseptor. 

Kenaikan jumlah Peserta aktif dipengaruhi oleh terbukanya akses 

pelayanan KB yang semakin dekat dengan masyarakat, adanya pelayanan 

KB momentum antara lain TNI Manunggal KB, Kesatuan Gerak PKK, 



Bakti Sosial Ikatan Bidan Indonesia(IBI) , Bakti Sosial Polri, Hari Keluarga 

Nasional, serta adanya sistem pelayanan KB Mobil. Jika dilihat dari target 

yang ditetapkan tahun 2018 yang semestinya 72,95 % dapat tercapai 

73,12%. Serta capaian kinerja sebesar 100,23%. 

Perkembangan jumlah peserta KB 2014-2018 sebagaimana tabel 

dibawah ini : 

Tabel 2.2. 

Prosentase Sasaran PUS yang menjadi peserta KB Aktif 

Tahun 2014-2018 

Tahun 
Peserta KB di Kab. Pasuruan 

Jumlah PUS Peserta KB % Peserta KB 

2014 331.199 235.234 71,02 % 

2015 332. 258 241.681 72,74 % 

2016 339.790 247.595 72,87 % 

2017 337.060 245.702 72,90 % 

2018 347.570 254.126 73,12 % 

Sumber data : Dinas Keluarga Berencana dan Pemberdayaan    

                       Perempuan Kabupaten Pasuruan 

 

 
Grafik 2.1Tren Prosentase Sasaran Pasangan Usia Subur 

Menjadi Peserta KB Aktif Tahun 2014-2018 

 

Ketercapaian prosentase sasaran Pasangan Usia Subur (PUS) yang 

menjadi peserta KB Aktif, didukung oleh 7 program dari Dinas Keluarga 

Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Pasuruan yakni 

sebagai berikut : 

Tabel 2.3 

Program Pendukung Indikator 

Prosentase Sasaran Usia Subur (PUS) Yang Menjadi Peserta KB Aktif 

Program 
Realisasi 

(Rp,-) 

Keluarga Berencana 4.563.946.595 

Pelayanan Kontrasepsi 37.570.500 

Peningkatan Sarana dan Prasarana 

Pelayanan KB 
583.330.000 

Peningkatan sarana dan Prasarana Fisik 

Pelayanan KIE Program KB 
135.500.000 

Peningkatan daya jangkau dan kualitas  

penyuluhan serta Kelengkapan Kerja 
351.245.125 



Program 
Realisasi 

(Rp,-) 

Rancangan Induk Pengendalian Penduduk 36.996.000 

Peningkatan Pengembangan sistem 

pelaporan capaian kini 
125.536.100 

Total 5.834.124.320 

 

2. Sasaran : Meningkatnya Keluarga Sejahtera yang Berkualitas 

Indikator : Prosentase Tahapan Keluarga Pra-S dan KS-I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 Meningkatkan kesejahteraan keluarga 

Melalui kegiatan gerak satuan PKK 

 

Semakin tinggi pada tingkat kesejahteraan suatu keluarga 

semakin tinggi pula tingkat kebutuhan keluarga yang dapat dipenuhi. 

Tingkat pemenuhan kebutuhan keluarga dibagi ke dalam 5 kategori 

tahapan yaitu : Pra-Sejahtera, KS-I, KS-II, KS-III dan KS-III Plus. 

Sebagai target grup penggarapan program KB Nasional, 

diutamakan pada Keluarga Pra-Sejahtera (Pra-S) dan Keluarga Sejahtera I 

(KS-I), keluarga tersebut dalam kategori belum dapat memenuhi 

kebutuhan dasar (basic needs) dan sosial psikologis (social psychological 

needs). Kebutuhan Dasar secara minimal terkait kebutuhan pengajaran 

agama, pangan, sandang, papan dan kesehatan sedang kebutuhan sosial 

psikologis terkait pendidikan, keluaega berencana, interaksi dalam 

keluarga, interaksi dengan lingkungan tempat tinggal dan pelaksanaan 

ibadah.  

Jumlah Keluarga Pra-S dan KS-1 pada tahun 2018 mencapai 

198.286 KK atau 40,11 % dari jumlah KK di Kabupaten Pasuruan yaitu 

sebanyak 494.414 KK. dari target yang ditetapkan 40,50 %. Jika 

dibandingkan dengan jumlah keluarga Pra-S dan KS-1 tahun 2017 yang 

mencapai 40,65 %, maka terjadi Penurunan jumlah keluarga miskin 

sebesar 0,54 %. Capaian kinerja indikator Prosentase Tahapan Keluarga 

Sejahtera yang Pra-S dan KS-I tahun 2018 sebesar 100,96%. 

Perkembangan jumlah keluarga miskin (Pra-S dan KS-1) di 

Kabupaten Pasuruan tahun 2014-2018, sebagaimana tabel dibawah ini : 

 

 

 

 



Tabel 2.4. 

Prosentase Tahapan Keluarga Pra-S dan KS-I 

Tahun 2014-2018 

Tahun 
Jumlah Keluarga 

Pra-S dan KS-I 

Jumlah 

Keluarga 

Prosentase 

Tahapan 

Keluarga Pra-S 

dan KS-I 

2014 192.975 447.100 43,16 

2015 199.695 472.805 42,24 

2016 193.879 473.475 40,95 

2017 198.349 487.937 40,65 

2018 198.286 494.414 40,11 

Sumber data :Dinas Keluarga Berencana dan Pemberdayaan 

                      Perempuan Kabupaten Pasuruan 

 

 
Grafik 2.2 Prosentase Tahapan Keluarga Pra-S dan KS-I 

Tahun 2014-2018 

 

Prosentase tahapan keluarga sejahtera yang pra S dan KS-I 

didukung oleh 4 program, yakni sebagai berikut: 

Tabel 2.5 

Program Pendukung Indikator 

Prosentase Tahapan Keluarga Sejahtera Pra-S dan KS-I 

Program Realisasi (Rp,-) 

Keluarga sejahtera 392.239.000 

Pembinaan Peran Serta 

Masyarakat dalam Pelayanan 

KB/KR yang mandiri 

1.216.329.734 

Pengembangan Pusat 

Pelayanan Informasi dan 

Konseling KRR 

151.233.000 

Pengembangan model 

Operasional BKB-

POSYANDU-Padu 

114.826.000 

Total 1.874.627.734 

 



3. Sasaran : Meningkatnya Pemberdayaan dan Perlindungan Anak 

Indikator :Prosentase Penurunan Kasus Kekerasan terhadap 

                      Perempuan dan Anak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.3 Kegiatan Pendampingan Korban Kekerasan 

 

Indikator Penurunan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan 

Anak ini ditetapkan dengan pertimbangan kasus kekerasan terhadap 

perempuan dan anak yang terjadi di Kabupaten Pasuruan, dan Dinas 

Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten 

Pasuruan menunjukkan upaya sungguh-sungguh untuk menekan 

tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan. 

Jumlah kasus Kekerasan terhadap perempuan dan anak yang 

difasilitasi Dinas Keluarga Berencana dan Perlindungan Perempuan 

tahun 2018 sebanyak 39 kasus. Penurunan Kasus Kekerasan terhadap 

Perempuan dan Anak  tahun 2018 sebesar 0,008% dan menghasilkan 

angka capaian kinerja sebesar 138,46%. 

Jika dibandingkan dengan tahun 2017sebanyak 69 kasus KDRT 

atau sebesar 0,016 % dari jumlah Rumah Tangga di Kabupaten 

Pasuruan sebanyak 420.332 KK. Maka pada tahun 2018 jumlah kasus 

KDRT mengalami penurunan sebanyak 30 kasus atau sebesar 0,008 %.  

Keberhasilan capaian kinerja diatas didukung oleh program inovasi 

SAKERA JEMPOL (sadari kekerasan pada perempuan dan anak dengan 

jemput bola). Inovasi sakera jempol ini merupakan inovasi yang unik dan 

sederhana namun implementatif dan konprehensif dalam 

menggabungkan upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif. 

Dengan program unggulannya Three fast (cepat terdeteksi, cepat 

terlapor, cepat tertangani) dalam jangka waktu satu hari (one day 

service). Sehingga pada tahun 2018 inovasi SAKERA JEMPOL 

mendapatkan penghargaan Top 99 Inovasi Pelayanan Publik tingkat 

Nasional dari Kementrian PAN-RB dan pada tahun 2018 masuk 

nominasi ajang UNPSA (United Nation Public Services Award). 

Berikut ini Prosentase Penurunan Kasus Kekerasan terhadap Anak 

dan Perempuan Tahun 2014-2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabel 2.6. 

Prosentase Penurunan Kasus Kekerasan Terhadap Anak dan Perempuan 

Tahun 2014-2018 

Tahun 

Jumlah Kasus 

Kekerasan 

Terhadap Anak 

dan Perempuan 

Jml Rumah 

Tangga 

Prosentase 

Penurunan Kasus 

Kekerasan 

terhadap Anak 

dan Perempuan% 

2014 56 407.035 0,014 

2015 58 418.244 0,014 

2016 86 420.332 0,020 

2017 69 422.561 0,016 

2018 39 449.450 0,008 

Sumber data : Dinas Keluarga Berencana dan Pemberdayaan 

                       Perempuan Kabupaten Pasuruan 

 

 
Grafik 2.3 Prosentase Penurunan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan 

Anak Tahun 2013-2018 

 

Prosentase Penurunan Kasus Kekerasan Terhadap Anak dan 

Perempuan didukung oleh 1 Program dan 4 Kegiatan, yakni sebagai 

berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabel 2.7. 

Program Pendukung Indikator 

Penurunan Kasus Kekerasan Terhadap Anak dan Perempuan 

 

Program Penguatan Kelembagaan 

Pengurustamaan Gender dan Anak 
Realisasi (Rp,-) 

Pengembangan Materi dan 

Pelaksanaan KIE Tentang Kesehatan 

dan Keadilan Gender 

297.750.200 

Evaluasi pelaksanaan 

Pengurustamaaan Gender 
96.218.700 

Fasilitasi Pelaksanaan Kabupaten 

Layak Anak 
328.643.000 

Fasilitasi Pengembangan Pusat 

Pelayanan Terpadu Perlindungan 

Perempuan dan Anak 

165.207.800 

Total 887.819.700 

 

Rekapitulasi evaluasi hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat 

Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah Dinas Keluarga 

Berencana dan Pemberdayaan Perempuan sampai dengan tahun 2019 

dapat dilihat pada tabel berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   
Tabel 2.8 

   
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH DAN 

   
PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN  2019 (TAHUN BERJALAN)  

   
KABUPATEN PASURUAN 

Perangkat Daerah :Dinas Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan 
      

Kode 

Urusan/Bidang 
UrusanPemerintahan 

Daerah dan 
Program/Kegiatan Tahun 

2018 

IndikatorKinerja Program 
(outcomes) / Kegiatan (output) 

Target 
Renstra 

PD 
Tahun 
2023 
(akhir 

periode 
renstra) 

Realisasi 
Target 
Kinerja 

Hasil 
Program 

dan 
Keluaran
Kegiatan

s/d 
tahun n-
3 / 2017 

Target dan Realisasi 
Kinerja Program dan 

Kegiatan Tahun n-2 / 2018 
Target 
Progra
m dan 

Kegiata
n 

(Renja 
PD 

Tahun 
n-1 / 
2019) 

Perkiraan Realisasi 
Capaian Target Renstra 
PD s/d Tahun Berjalan 

n-1 / 2019 

Target 
Renja 

PD 
Tahun 
n-2 / 
2018 

Realisa
si 

Renja 
PD 

Tahun 
n-2 / 
2018 

Tingka
t  

Realisa
si (%) 

Realisasi 
Capaian 
Program 

dan 
Kegiatan 
s/d tahun 

n-1 / 
2019 

(5+7+9=10
) 

Tingkat 
Capaian 
Realisasi 
Target 

Renstra  
(%) 

(10 / 4 = 
11) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 

        Urusan Wajib/Pilihan                   

        Urusan Keluarga Berencana 
dan Pengendalian Penduduk 

                  

        1. Program Pelayanan 
Administrasi Perkantoran 

Prosentase Kebutuhan Pelayanan 
Administrasi Perkantoran 100,00% 58,93% 19,64% 19,64% 

 
21,43% 100,00% 

 

        Kegiatan :   
        

        Penyediaan Jasa Komunikasi, 
Sumber Daya Air dan Listrik 

Belanja Listrik Tlp, Air, Fax/Internet 
60bulan 36bulan 12bulan 12bulan 100,00% 12bulan 60 bulan 100,00% 

       Penyediaan Jasa Administrasi 
Keuangan 

Tersedianya Hr Adm Keuangan 
60 bulan 36bulan 12bulan 12bulan 100,00% 12bulan 60 bulan 100,00% 

 
      PenyediaanAlatTulis Kantor Belanja ATK 60 bulan 36bulan 12bulan 12bulan 100,00% 12bulan 60 bulan 100,00% 

 
      

Penyediaan Barang Cetakan 
dan Penggandaan 

Cetak Blanko, Pengggandaan, Foto Copy 
28bulan 12bulan 12 bulan 12 bulan 100,00% 12bulan 28bulan 100,00% 

 
      

Penyediaan Peralatan dan 
Perlengkapan Kantor 

Lampu,Peralatan Listrik dan Kebersihan 
60bulan 36bulan 12 bulan 12 bulan 100,00% 12bulan 60bulan 100,00% 



(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 

 
      

Penyediaan Makanan dan 
Minuman Rapat 

Biaya Makanan Rutin 
60 bulan 36 bulan 12 bulan 12 bulan 100,00% 12 60 bulan 100,00 

 
      Penyediaan Jasa Perkantoran Belanja Jasa Perkantoran 60 bulan 36 bulan 12 bulan 12 bulan 100,00% 12 60 bulan 100,00 

 
      

Rapat-rapat Kordinasi dan 
Konsultasi Ke Luar Daerah 

Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 
60 bulan 36 bulan 12 bulan 12 bulan 100,00% 12 60 bulan 100,00 

 
      

2. Program Peningkatan 
Sarana dan Prasarana 
Aparatur 

Prosentase Sarana terhadap Prasarana 
yang tersedia 100,00 % 60,00 % 20,00 % 27,57 % 

 
20,00 % 100,00 % 

 

 
      Kegiatan :   

        

 
      Pembangunan Gedung Kantor Pembangunan Gedung  KB 20paket 12paket 4paket 4paket 100,00% 4paket 20paket 100,00 

 
      

Pengadaan Perlengkapan 
Gedung Kantor 

AC,CCTV 
15paket 9paket 3paket 3paket 100,00% 3paket 15paket 100,00 

 

      Pengadaan Mebelair Tersedianya mebelair 5paket 3paket 1paket 1paket 100,00% 1paket 5paket 100,00 

 
      

Pengadaan Peralatan Kantor Pengadaan Peralatan Kantor, 
Printer,Scanner, Pengeras Suara 

20paket 12paket 4paket 4paket 100,00% 4paket 20paket 100,00 

 
      

Pemeliharaan Rutin/berkala 
Gedung Kantor 

Terpeliharanya Gedung Kantor 
5gedung 3gedung 1gedung 1gedung 100,00% 1gedung 5gedung 100,00 

 
      

PemeliharaanRutin/berkala 
Kendaraan Dinas/operasional 

KendaraanRoda 4 dan 2,Peralatan, 
Service dan STNK 

60bulan 36bulan 12bulan 12bulan 100,00% 12bulan 60bulan 100,00 

 
      

Pemeliharaan Rutin/berkala 
Peralatan Kantor 

Terpeliharanya Peralatan Kantor 
60bulan 36bulan 12bulan 12bulan 100,00% 12bulan 60bulan 100,00 

 
      

3.Program Peningkatan 
Disiplin Aparatur 

Prosentase meningkatnya Disiplin 
Aparatur 

100,00% 60,00% 20,00% 20,00% 
 

20,00% 100,00% 
 

 
      Kegiatan :   

        

 
      Penilaian Angka Kredit Jumlah PNS yang diangkat Kreditnya 60bulan 36bulan 12bulan 12bulan 100,00% 12bulan 60bulan 100,00 

 

      

4. Program Perencanaan 
Pembangunan Daerah 

 Prosentase Perencanaan pembangunan 
daerah 

100,00% 60,00% 20,00% 20,00% 
 

20,00% 100,00% 
 

 
      Kegiatan :   

        

 
      

Forum SKPD Terselenggaranya Forum SKPD 
 

5keg 3keg 1keg 1keg 100,00% 1 keg 5keg 100,00 

 
      

5. Program Peningkatan 
Kapasitas Sumber 
DayaAparatur   

100,00% 100,00% 33,33% 0,00% 
 

0,00% 100,00% 
 

 
      Kegiatan : 

          

 
      

Pendidikan dan Pelathan 
Formal 

Diklat Pegawai Terlaksana 6   orang 6   orang 2  orang 0 orang 0,00% 0 orang 6 orang 100,00 



 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 

 
      

6. Program Peningkatan 
Pengembangan Sistem 
Pelaporan Capaian Kinerja 
dan Keuangan 

Prosentase kesertaan PKB/PLKB dalam 
kegiatan Sistem Pelaporan Capaian 
Kinerja dan Keuangan 

100,00% 60,00% 20,00% 20,00% 100,00% 20,00% 100,00% 
 

 
      Kegiatan :   

        

 
      

Bintek PLKB/PKB tentang 
R/R 

Terselenggaranya Bintek R/R bagi 
PKB/PLKB 

5  keg 3 keg 1  keg 1  keg 100,00% 1  keg 5  keg 100,00 

 
      

Pelatihan Pencatatan 
Pelaporan Pelayanan 
Kontrasepsi 

Terlaksananya Pelaporan Pelayanan 
Kontrasepsi 5  keg 3  keg 1  keg 1  keg 100,00% 1  keg 5  keg 100,00 

 
      

7. Program Keluarga 
Berencana 

Prosentase meningkatnya Akseptor KB 
baru 

100,00% 63,23% 21,08% 20,84% 98,89% 15,69% 100,00 
 

 
      Kegiatan :   

        

 
      Pelayanan KIE Terlaksananya Pelayanan KIE 209 keg 144 keg 48 keg 48 keg 100,00% 17 keg 209 keg 100,00 

 
      

Tentara Manunggal KB dan 
Kesehatan 

Terselenggaranya Gelar TMKK 
5 keg 3 keg 1 keg 1 keg 100,00% 1 keg 5 keg 100,00 

 
      

KIE Berbagai Media dan 
Mupen 

Penyuluhan melalui Mobil penerangan 
KB 

108 keg 72 keg 24 24 100,00% 12 keg 108 keg 100,00 

 
      

Peningkatan Pelayanan KB 
Momentum 

Pelayanan KB Momentum 
40 keg 12 keg 4 keg 4 keg 100,00% 24 keg 40 keg 100,00 

 
      

Sosialisasi Kontrasepsi KB 
Rasional 

Terlaksananya Sosialisasi Kontrasepsi 
KB Rasional 

5 keg 3 keg 1 keg 1 keg 100,00% 1 keg 5 keg 100,00 

 
      

Operasional Penyuluhan 
Kependudukan dan Keluarga 
Berencana 

Kegiatan di Balai Penyuluh KB dapat 
Terlaksana 

60 bulan 36 bulan 12 bulan 12 bulan 100,00% 12 bulan 60 bulan 100,00 

 
      

8. Program Pelayanan 
Kontrasepsi 

Prosentase Pelayanan Kontrasepsi 
100,00% 76,19% 14,29% 9,52% 66,67% 9,52% 100,00% 

 

 
      Kegiatan :   

        

 
      Pelayanan KB MedisOperasi Sharing Pelayanan Kontrasepsi 60 bulan 36 bulan 12 bulan 12 bulan 100,00% 12 bulan 60 bulan 100,00 

 
      

Pengayoman Kontrasepsi 
(komplikasi dan kegagalan 
serta Papsmer) 

Komplikasi dan Kegagalan 

66 orang 60 orang 20 orang 0 orang 0,00% 6 orang 66 orang 100,00 



(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 

 
      

9. Program Peningkatan 
Sarana dan Prasarana 
Pelayanan KB 

Meningkatnya sarana dan prasarana 
pelayananan KB 100,00% 75,00% 25,00% 40,00% 100,00% 0,00% 100,00% 

 

 
      Kegiatan :   

        

 
      

Pengadaan Sarana Pelayanan 
Klinik KB 

Pengadaan Obgyn Bed dan Implan KIT 
12 paket 9 paket 3 paket 3 paket 100,00% 0 paket 12 paket 100,00 

 
      

Pembangunan Balai 
Penyuluhan KB Tingkat 
Kecamatan 

Terlaksananya Pembangunan Balai 
Penyuluhan KB 4 unit 3 unit 1 unit 1 unit 100,00% 0 unit 4 unit 100,00 

 
      

Pengadaan Sarana dan 
Prasarana Gedung Pelayanan 
KB 

Pengadaan Sarana dan Prasarana 
Gedung Pelayanan KB 4 balai 3 balai 1 balai 1 balai 100,00% 0 balai 4 balai 100,00 

 
      

10. Program Peningkatan 
Sarana dan Prasarana Fisik 
Pelayanan KIE Program KB 

Meningkatnya sarana dan prasarana 
fisik pelayanan KIE Program KB 100,00% 4,89% 1,63% 1,63% 100,00% 93,48% 100,00% 

 

 
      Kegiatan :           

 
      

PengadaanSarana KIE KTT  Pengadaan sarana KIE KTT dan media 
lini lapangan 

184 
macam 

9 macam 3 macam 
3 

macam 
100,00% 

172 
macam 

184 macam 100,00 

 
      

11. Program Peningkatan 
Daya Jangkau dan Kualitas 
Penyuluhan serta 
Kelengkapan Sarana Kerja 

Meningkatnya Dayajangkau dan 
Kualitas Penyuluhan 

100,00% 75,00% 25,00% 25,00% 100,00% 0,00% 100,00% 
 

 
      

Pengadaan Sarana Kerja Bagi 
PKB/PLKB 

Jumlah unit pengadaan sarana petugas 
lapangan KB 

8paket 6paket 2paket 2 paket 100,00

% 

0 8paket 100,00 

 

 
      

12. Program Rancangan 
Induk Pengendalian 
Penduduk 

Prosentase kesertaan PKB/PLKB dalam 
kegiatan Rancangan Induk 
Pengendalian Penduduk 

100,00% 75,00% 25,00% 25,00% 100,00% 0,00% 100,00% 
 

 
      Kegiatan :   

        

 
      

Sosialisasi Dimensi 
Kependudukan 

Terlaksananya Sosialisasi Dimensi 
Kependudukan 

16 keg 12 keg 4 keg 4 keg 100,00% 0 16 keg 100,00 

 
      

Pembinaan Koalisi 
Kependudukan 

Terlaksananya Pembinaan Koalisi 
Kependudukan 

8 keg 6 keg 2 keg 2 keg 100,00% 0 8 keg 100,00 



(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 

 
      

13. Program Keluarga 
Sejahtera 

Meningkatnya Keluarga Sejahtera 
100,00% 100,00% 20,00% 20,00% 100,00% 20,00% 100,00% 

 

 
      Kegiatan :   

        

 
      

Pelaksanaan dan Peningkatan 
Peran Serta Organisasi 
Kemasyarakatan Tk. Daerah 
Kab/Kota dalam 
Pembangunan Keluarga 
melalui Pembinaan 
Ketahanan dan Kesejahteraan 
Keluarga 

Jumlah kegiatan Peningkatan peran 
serta Organisasi Kemasyarakatan 
Tk.Daerah Kab 

60 bulan 36 bulan 12 bulan 12 bulan 100,00% 12 bulan 60 bulan 100,00 

 
      

14. Program PembinaanPeran 
Serta Masyarakat 
dalamPelayanan KB/KR yang 
mandiri 

ProsentasePembinaan KB/KR Mandiri 

100,00% 60,79% 20,26% 20,26% 100,00% 18,94% 100,00% 
 

 
      Kegiatan :   

        

 
      

Pendataan Keluarga Sejahtera Terlaksananya Pelaksanaan Pendataan 1825 
desa 

1095 desa 365desa 365 desa 100,00% 365 desa 1825 desa 100,00 

 
      

Pembinaan PPKBD dan Sub 
PPKBD 

Terlaksananya pembinaan PPKBD dan 
Sub PPKBD 

108 kec 72 kec 24kec 24 kec 100,00% 12 kec 108 kec 100,00 

 
      GelarProdukUnggulan Terlaksananya Gelar Produk Unggulan 30 keg 18keg 6 keg 6 keg 100,00% 6 keg 30 keg 100,00 

 
      Temu Kader PPKBD Temu Kader PPKBD 5 keg 3 keg 1 keg 1 keg 100,00% 1 keg 5 keg 100,00 

 
      

Pelatihan/ Pembinaan 
Pengelolaan UPPKS 

Terlaksananya Pelatihan/Pembinaan 
Pengelolaan UPPKS 

49 bulan 36 bulan 12 bulan 12 bulan 100,00% 1 bulan 49 bulan 100,00 
 

 
      

Pembinaan  dan Pelatihan 
Kerja Bagi Perempuan dalam 
Meningkatkan Usaha 
Ekonomi Keluarga 

Pembinaan dan PelatihanKerja 26 keg 18 keg 6 keg 6 keg 100,00% 2 keg 26 keg 100,00 

 
      

15. Program Pengembangan 
Pusat Layanan Informasi dan 
Konseling KRR 

Prosentase LayananInformasi dan 
Konseling KRR 100,00% 71,34% 23,78% 23,78% 100,00% 4,88% 100,00% 

 

 
      Kegiatan :   

        

 
      Pembinaan Anggota PIK KRR Terbinanya Kelp PIK Remaja 98 72 24 24 100,00% 2 98 100,00 

 
      

Sosialisasi PIK Remaja 
Berbasis Sekolah 

Sosialisasi Pada Remaja Sekolah 
12 keg 6 keg 2 keg 2 keg 100,00% 4 keg 12 keg 100,00 



 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 

 
      Jambore PIK Remaja Jambore PIK Remaja 5 keg 3 keg 1 keg 1 keg 100,00% 1 keg 5 keg 100,00 

 
      Fasilitasi Saka Kencana fasilitasi Saka Kencana 49 bulan 36 bulan 12 bulan 12 bulan 

 
1 49 bulan 100,00 

 
      

16. Program Pengembangan 
Model Operasional BKB-
POSYANDU-PADU 

Prosentase Pengembangan Model 
Operasonal BKB-POSYANDU 100,00% 75,00% 25,00% 25,00% 100,00% 0,00% 100,00% 

 

 
      Kegiatan :           

 

      

KIE Kelompok BKB 
POSYANDU 

Terlaksananya Pembinaan Kelompok 
BKB di Desa/Kel 

48 bulan 36 bulan 12 bulan 12 bulan 100,00% 0 48 bulan 100,00 

 
      

Fasilitasi Pembinaan 
Kelompok BKB 

Terlaksananya  Fasilitasi  Pembinaan  
Kelompok BKB 

12 keg 9 keg 3 keg 3 keg 100,00% 0 keg 12 keg 100,00 

 
      

17. Program Penguatan 
Kelembagaan 
Pengarusutamaan Gender dan 
Anak 

Prosentase Penguatan Kelembagaan 
Pengarusutamaan Gender dan Anak 

100,00 %  51,92% 17,31% 17,31% 100,00% 30,77% 100,00% 
 

 
      Kegiatan :          

 

 
      

Pengembangan Materi dan 
Pelaksanaan KIE Tentang 
Kesetaraan dan Keadilan 
Gender (KKG) 

Sosialisasi KKG 11 keg 6 keg 2 keg 2 keg 100,00% 3 keg 11 keg 100,00 

 
      Evaluasi Pelaksanaan PUG Sosialisasi Pengarustamaaan Gender 4 keg 3 keg 1 keg 1 keg 100,00%  4 keg 100,00 

 
      

Fasilitasi Pelaksanaan 
KabupatenLayakAnak 

Terlaksananya Kabupaten Layak Anak 27 keg 15 keg 5 keg 5 keg 100,00% 7 keg 27 keg 100,00 

        

Fasilitasi Pengembangan 
Pusat Pelayanan 
TerpaduPerlindungan 
Perempuan dan Anak( PPT-
PPA ) 

Operasional  PPT-PPA 10 keg 3 keg 1 keg 1 keg 100,00% 6 keg 10 keg 100,00 



Penjelasan dari Tabel 2.10 adalah sebagai berikut : 

a. Dari kolom ke 8 didapatkan hasil dari 17 Program dan 50 kegiatan pada 

tahun 2018 terdapat 1 program yang pencapaiannya hanya 66,67% 

yakni Program Pelayanan Kontrasepsi dengan Kegiatan Pengayoman 

Kontrasepsi (komplikasi dan kegagalan serta Papsmer). Hal ini 

dikarenakan tidak ada akseptor yang mengalami kegagalan dan 

komplikasi akibat pemasangan alat kontrasepsi, sehingga dana tersebut 

tidak terserap. 

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD 

Berdasarkan data pencapaian kinerja perangkat daerah Dinas 

Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten 

Pasuruan tahun 2018  terdapat 3 indikator kinerja yakni Prosentase 

Sasaran Pasangan Usia Subur yang Menjadi Peserta KB Aktif , 

Prosentase Tahapan Keluarga Pra-S dan KS-I serta Prosentase 

Penurunan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak. Namun 

pada tahun 2019-2023 indikator kinerja Prosentase Penurunan Kasus 

Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak diganti menjadi Prosentase 

Kekerasan terhadap Anak dan Perempuan dikarenakan penyesuaian 

indikator dan hasil tim desk KEMENPAN-RB. 

Berikut ini tabel pencapaian pelayanan kinerja perangkat daerah 

Dinas Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten 

Pasuruan :  

 



  

              Tabel 2.9 

    PENCAPAIAN PELAYANAN KINERJA PERANGKAT DAERAH 

DINAS KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN 

KABUPATEN PASURUAN 

No Indikator 

SPM/ 

standar 

nasional 

IKK 

Target Renstra PD  Realisasi Capaian Proyeksi 

Catatan 

Analisis 
Tahun n-2 Tahun n-1 Tahun n Tahun n+1 Tahun n-2 Tahun n-1 Tahun n 

Tahun 

n+1 

2018 2019 2020 2021 2018 2019 2020 2021 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) 

                          

  IKU PD                       

  

Prosentase sasaran 

Pasangan Usia Subur (PUS) 

yang Menjadi Peserta KB 

Aktif (PA) 

66,00   72,95 % 73,00 % 73,20 % 73,40 % 73,11 % 73,00 % 73,20 % 73,40 % 

  

  

Prosentase Tahapan 

Keluarga Pra-S dan KS-I 
   40,50% 40,25 % 40,00 % 39,75 % 40,00 % 40,11 % 40,25 % 40,00 % 

  

  

Prosentase Penurunan 

Kasus Kekerasan Terhadap 

Perempuan dan Anak 
3,40 (Rasio 

Kekerasan 

terhadap 

Perempuan 

termasuk  

TPPO) 

  0,013 % -  - - 0,008 % - - - 

  

  

Prosentase Kekerasan 

Terhadap Anak dan 

Perempuan 

  - 0,0065 % 0,0060 % 0,0055 % - 0,0065 % 0,0060 % 0,0055 % 

  



2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Keluarga 

Berencana dan Pemberdayaan Perempuan 

1. Bidang Keluarga Berencana dan Pengendalian Penduduk : 

a. Rendahnya ber-KB Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) 

20,67% tahun 2018 

b. Tingginya Unmet Need 11,17%, belum mencapai target 10% tahun 

2018 

Untuk menghadapi permasalahan dan kendala tersebut diatas maka 

perlu dilakukan upaya-upaya : 

1) Peningkatan cakupan akseptor MKJP melalui optimalisasi dana 

operasional keluarga berencana, memperbanyak sosialisasi tentang 

keberhasilan MKJP dan bekerja sama dengan tokoh agama dan 

tokoh masyarakat untuk memberikan keyakinan tentang 

penggunaan alat kontrasepsi khusunya MKJP. 

2) Melakukan sosialisasi dan pemahaman pentingnya ber KB kepada 

masyarakat dengan meningkatkan faktor kualitas penyuluhan 

Petugas Lapangan  KB sesuai dengan program dan kegiatan 

KeluargaBerencana, serta memberikan perhatian khusus kepada 

daerah-daerah yang masih minim pengetahuan pentingnya ikut KB 

dengan bekerja sama tokoh masyarakat dan tokoh agama di 

daerah tersebut. 

2. Bidang Keluarga Sejahtera 

a. Keluarga Pra S dan KS kecenderungan lebih 2 anak karena 

mendapatkan kesempatan bantuan dan jaminan melahirkan serta 

pendidikan 

b. Adanya perkawinan usia muda dibawah 20 tahun bagi wanita : 

21,80%, Tk. I 16,5% 

c. Masih banyak Kelompok Tribina (BKB, BKR, BKL) yang belum Aktif  

Untuk menghadapi permasalahan dan kendala tersebut diatas 

maka perlu dilakukan upaya-upaya : 

1) Meningkatkan tujuan terciptanya Keluarga berkualitas melalui 

kesertaan ber-KB 

2) Mempercepat duplikasi dan memastikan keterlaksanaan inovasi 

Multilevel Marketing Generasi Berencana (MLM GenRe) disetiap 

kecamatan dalam rangka menurunkan angka pernikahan dini. 

3) Melakukan sosialisasi dan arahan kepada kelompok-kelompok 

BKB,BKL,BKR dengan kegiatan-kegiatan yang menunjang 

efektivitas kelompok tersebut. 

3. Bidang Pemberdayaan Perempuan 

Permasalahan dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan urusan 

pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak adalah : 

a. Masih banyak fokus pembangunan yang belum responsif Gender 

b. Masih banyak kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak 

Untuk menghadapi permasalahan dan kendala tersebut diatas maka 

perlu dilakukan upaya-upaya : 

1) Meningkatkan peran serta masyarakat,OPD terkait dan stakeholder 

dalam kesetaraan dan keadilan gender serta meningkatkan 

koordinasi dan advokasi kepada Bupati dan lintas OPD dalam 

penganggaran yang responsive gender demi mewujudkan Pasuruan 

responsive gender 



2) Meningkatkan sosialisasi tentang kekerasan terhadap perempuan 

dan anak. 

 

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD 

Pada tahun 2018 Dinas Keluarga Berencana dan Pemberdayaan 

Perempuan Kabupaten Pasuruan memiliki 17 Program dan 50 Kegiatan. 

Untuk tahun 2020 program diringkas hanya ada 1 program per bidang di 

Dinas Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan. Hal ini 

dikarenakan untuk sinkronisasi visi misi bupati dengan tujuan serta 

indikator kinerja Dinas Keluarga Berencana dan Pemberdayaan 

Perempuanyang ingin dicapai. Jadi untuk tahun 2020 hanya terdapat 6 

Program dan 36 kegiatan. 

Adapun program dan kegiatan Dinas Keluarga Berencana dan 

Pemberdayaan Perempuan tahun 2020 adalah sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabel 2.10. REVIU RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2020 

KABUPATEN PASAURUAN 

Perangkat Daerah : Dinas Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan 
   

No  

Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan 
Catatan 
Penting Program / 

Kegiatan 
Lokasi 

Indikator 
Kinerja 

Target 
Capaian 

Pagu 
Indikatif 

Program / 
Kegiatan 

Lokasi 
Indikator 
Kinerja 

Target 
Capaian 

Kebutuhan 
Dana 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 

                            

  Renstra PD 2020                         

  
Program : 

  
Outcome : 

100 % 
               

1.417.778.200 
Program : 

  
Outcome : 

100 % 
 

1.090.611.200   

1 

PELAYANAN 
ADMINISTRASI 
PERKANTORAN 

  

Prosentase 
pemenuhan 
pelayanan 
perkantora
n 

      

PELAYANAN 
ADMINISTRASI 
PERKANTORAN 

  

Prosentase 
pemenuhan 
pelayanan 
perkantoran 

      

  

  Kegiatan : 
  

Output : 
      

Kegiatan : 
  

Output : 
        

1 

Penyediaan Jasa 
Komunikasi, 

Sumber Daya Air 
dan Listrik 

Kabupaten 

Jumlah 
pembayara
n listrik / 

air / 
telepon / 
internet 

12 bln 85.098.400 

Penyediaan Jasa 
Komunikasi, 

Sumber Daya Air 
dan Listrik 

Kabupaten 

Jumlah 
pembayaran 
listrik / air / 

telepon / 
internet 

12 bln 
                      

50.000.000 

 

2 
Penyediaan Jasa 

Administrasi 
Keuangan 

Kabupaten 

Jumlah 
Pembayara

n honor 
pengelola 
keuangan, 
pengelola 

aset, 
pelaku 

pengadaan 
barang / 

jasa 

12 bln 90.000.000 
Penyediaan Jasa 

Administrasi 
Keuangan 

Kabupaten 

Jumlah 
Pembayaran 

honor 
pengelola 
keuangan, 
pengelola 

aset, pelaku 
pengadaan 

barang / jasa 

12 bln 
                    

22.805.000  

 

3 
Penyediaan Alat 

Tulis Kantor 
Kabupaten 

Jumlah 
Pembelian 

ATK 
12 bln 35.000.000 

Penyediaan Alat 
Tulis Kantor 

Kabupaten 
Jumlah 

Pembelian 
ATK 

12 bln 
                      

30.000.000  

 



(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 

4 

Penyediaan Barang 
Cetakan dan 
Penggandaan 

Kabupaten 

Jumlah 
Barang 
cetakan 
dan 
Penggandaa
n  

12 bln 24.500.000 

Penyediaan Barang 
Cetakan dan 
Penggandaan 

Kabupaten 

Jumlah 
Barang 
cetakan dan 
Penggandaan  

12 bln 9.050.000 
 

5 

Penyediaan 
Peralatan dan 
Perlengkapan 
Kantor 

Kabupaten 

Jumlah 
Pembelian 
Peralatan 
dan 
Perlengkap
an Kantor  

12 bln 22.500.000 

Penyediaan 
Peralatan dan 
Perlengkapan 
Kantor 

Kabupaten 

Jumlah 
Pembelian 
Peralatan 
dan 
Perlengkapan 
Kantor  

12 bln 10.000.000 
 

6 

Penyediaan 
Makanan dan 
Minuman 

Kabupaten 

Jumlah 
Kegiatan 
rapat dan 
tamu  

12 bln 71.500.000 

Penyediaan 
Makanan dan 
Minuman 

Kabupaten 

Jumlah 
Kegiatan 
rapat dan 
tamu  

12 bln 50.000.000 
 

7 

Penyediaan Jasa 
Perkantoran 

Kabupaten 

Jumlah 
pembayara

n honor 
tenaga 
kontrak 
dan THL  

12 bln 855.956.300 

Penyediaan Jasa 
Perkantoran 

Kabupaten 

Jumlah 
pembayaran 

honor tenaga 
kontrak dan 
THL  

12 bln 798.756.200 
 

8 

Rapat-rapat 
Kordinasi dan 
Konsultasi Ke Luar 
Daerah 

Kabupaten 

Jumlah 
Laporan 
koordinasi 
dan 
konsultasi  

12 bln 197.223.500 

Rapat-rapat 
Kordinasi dan 
Konsultasi Ke Luar 
Daerah 

Kabupaten 

Jumlah 
Laporan 
koordinasi 
dan 
konsultasi  

12 bln 90.000.000 

  

9 

Penyusunan 
Laporan Kinerja 
Keuangan 
 

Kabupaten 

Jumlah 
kegiatan 
Penilaian 
Angka 
Kredit 

12 bln 36.000.000 

Penyusunan 
Laporan Kinerja 
Keuangan 
 

Kabupaten 

Jumlah 
kegiatan 
Penilaian 
Angka Kredit 

12 bln 30.000.000 
  
 

10 

 

Kabupaten 

Jumlah 
kegiatan 
Forum 
Perangkat 
Daerah  

1 keg 
 

 

Kabupaten 

Jumlah 
kegiatan 
Forum 
Perangkat 
Daerah  

1 keg 

 
 
 
 
 
 

  



(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 

  Program : 
  

Outcome :       Program : 
  

Outcome :         

2 

PENINGKATAN 
SARANA DAN 
PRASARANA 
APARATUR   

Prosentase 
meningkatn
ya Sarpras 
Aparatur 

100 % 584.250.000 

PENINGKATAN 
SARANA DAN 
PRASARANA 
APARATUR   

Prosentase 
meningkatny
a Sarpras 
Aparatur 

100 % 
 

335.000.000 
 

  

  Kegiatan : 
  

Output :       Kegiatan : 
  

Output :         

1 
Pembangunan 
Gedung Kantor 

Kecamatan 
dan 

Kabupaten 

Jumlah 
pembangun
an gedung  

12 bln 100.000.000 
Pembangunan 
Gedung Kantor 

Kecamatan 
dan 

Kabupaten 

Jumlah 
pembanguna
n gedung  

12 bln 
10.000.000  

2 

Pengadaan 
Perlengkapan 
Gedung Kantor Kabupaten 

Jumlah 
Pengadaan 
perlengkap
an gedung 
kantor  

12 bln 14.250.000 

Pengadaan 
Perlengkapan 
Gedung Kantor Kabupaten 

Jumlah 
Pengadaan 
perlengkapan 
gedung 
kantor  

12 bln 2.500.000  

3 
Pengadaan 
Mebelair Kabupaten 

Jumlah 
pengadaan 
mebelair  

12 bln 7.000.000 
Pengadaan 
Mebelair Kabupaten 

Jumlah 
pengadaan 
mebelair  

12 bln 2.500.000  

4 

Pengadaan 
Peralatan Kantor 

Kabupaten 

Jumlah 
pengadaan 
peralatan 
kantor  

12 bln 28.000.000 

Pengadaan 
Peralatan Kantor 

Kabupaten 

Jumlah 
pengadaan 
peralatan 
kantor  

12 bln 30.000.000  

5 

Pemeliharaan 
Rutin/berkala 
Gedung kantor 

Kabupaten 

Jumlah 
pemelihara
an 
rutin/berka
la gedung 
kantor  

12 bln 30.000.000 

Pemeliharaan 
Rutin/berkala 
Gedung kantor 

Kabupaten 

Jumlah 
pemeliharaa
n 
rutin/berkal
a gedung 
kantor  

12 bln 85.000.000  

6 

Pemeliharaan 
Rutin/berkala 
Kendaraan 
Dinas/Operasional 

Kabupaten 

Jumlah 
pemelihara
an 
rutin/berka
la 
kendaraan 
dinas / 
operasional  

12 bln 380.000.000 

Pemeliharaan 
Rutin/berkala 
Kendaraan 
Dinas/Operasional 

Kabupaten 

Jumlah 
pemeliharaa
n 
rutin/berkal
a kendaraan 
dinas / 
operasional  

12 bln 

195.000.000  

7 

Pemeliharaan 
Rutin/berkala 
Peralatan Kantor 

Kabupaten 

Jumlah 
pemelihara
an 
rutin/berka
la peralatan  

12 bln 25.000.000 

Pemeliharaan 
Rutin/berkala 
Peralatan Kantor 

Kabupaten 

Jumlah 
pemeliharaa
n 
rutin/berkal
a peralatan 

12 bln 10.000.000 

 
 
 
 
 
 



(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 

  Program : 
  

Outcome :       Program : 
  

Outcome :         

3 

KELUARGA 
BERENCANA DAN 
PENGENDALIAN 
PENDUDUK   

 
Peningkata
n jumlah 
akseptor 

705
0 

 aks  
             

9.039.753.474 

KELUARGA 
BERENCANA DAN 
PENGENDALIAN 
PENDUDUK   

 Peningkatan 
jumlah 
akseptor 

705
0 

 
aks  

8.982.854.474 

  

  Kegiatan : 
  

Output :       Kegiatan : 
  

Output :         

1 

KIE dan pelayanan 
KB 

Kecamatan 

Jumlah 
kegiatan 
pelayanan 
KIE dan 
pelayanan 
KB 

51 keg 470.383.874 

KIE dan pelayanan 
KB 

Kecamatan 

Jumlah 
kegiatan 
pelayanan 
KIE dan 
pelayanan 
KB 

51 keg 382.396.000 

  

2 

Biaya operasional 
KB 

BPKB 
Kecamatan 

dan 
Kabupaten 

Jumlah 
biaya BOKB 

12 bln 
               

6.536.025.000  
 

Biaya operasional 
KB 

BPKB 
Kecamatan 

dan 
Kabupaten 

Jumlah 
biaya BOKB 

12 bln 7.094.696.000 

  

3 

Pembinaan PPKBD 
dan Sub PPKBD 

Kecamatan 
dan 

Kabupaten 

Jumlah 
kegiatan 

pembinaan 
kader 

3 keg 817.890.500 

Pembinaan PPKBD 
dan Sub PPKBD 

Kecamatan 
dan 

Kabupaten 

Jumlah 
kegiatan 

pembinaan 
kader 

6 keg 396.060.000 

  

4 

 Meningkatnya 
dukungan sarana 
dan prasarana 
pelayanan dan 
penyuluhan KB  

Kecamatan 
dan 

Kabupaten 

 Jumlah 
sarana 
prasarana 
penyuluhan 
dan 
pelayanan 
KB  

2 jns 
               

1.040.000.000  
 

 Meningkatnya 
dukungan sarana 
dan prasarana 
pelayanan dan 
penyuluhan KB  

Kecamatan 
dan 

Kabupaten 

 Jumlah 
sarana 
prasarana 
penyuluhan 
dan 
pelayanan 
KB  

                    
2  

jns 970.500.000 

  

5 

 Pencatatan 
pelaporan dan 
pendataan 
keluarga  

Kabupaten 

 Jumlah 
kegiatan 
pencatatan 
pelaporan 
dan PK  14 keg 98.800.000 

 Pencatatan 
pelaporan dan 
pendataan 
keluarga  

Kabupaten 

 Jumlah 
kegiatan 
pencatatan 
pelaporan 
dan PK  

                  
14 

keg 91.800.000 
 

6 
 Pembinaan Koalisi 
Kependudukan  Kabupaten 

 Jumlah 
kegiatan 
koalisi  

1 keg 40.000.000 
 Pembinaan Koalisi 
Kependudukan  Kabupaten 

 Jumlah 
kegiatan 
koalisi  

1 keg 20.000.000 
  



(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 

7 

 Sosialisasi 
Dimensi 
Kependudukan  Kabupaten 

 Jumlah 
sosialisasi 
dimensi 
kependudu
kan   

1 keg 

 
                  

36.541.000  
 

Sosialisasi Dimensi 
Kependudukan 

Kabupaten 

Jumlah 
sosialisasi 
dimensi 

kependuduk
an 

1 keg 

 
 
                      

27.402.474  
   

  Program : 
  

Outcome :       Program : 
  

Outcome :         

4 

PEMBINAAN 
LINGKUNGAN 
SOSIAL 

  

Prosentase 
Meningkatn
ya 
Pembinaan 
Lingkungan 
Sosial 

100 % 
                  

150.000.000  

PEMBINAAN 
LINGKUNGAN 
SOSIAL 

  

Prosentase 
Meningkatny
a Pembinaan 
Lingkungan 
Sosial 

100 % 
         

475.000.000  

  

  Kegiatan : 
  

Output :       Kegiatan : 
  

Output :         

1 

Pembinaan dan 
Pelatihan 
Keterampilan Kerja 
bagi Tenaga Kerja 
dan Masyarakat 

Kecamatan 

Jumlah 
kegiatan 
Pembinaan 
dan 
Pelatihan 
Keterampila
n Kerja 

6 keg 
                  

150.000.000  

Pembinaan dan 
Pelatihan 
Keterampilan Kerja 
bagi Tenaga Kerja 
dan Masyarakat 

Kecamatan 

Jumlah 
kegiatan 
Pembinaan 
dan 
Pelatihan 
Keterampilan 
Kerja 

6 keg 
         

475.000.000  

  

  Program : 
  

Outcome :       Program : 
  

Outcome :         

5 

KETAHANAN 
KESEJAHTERAAN 
KELUARGA DAN 
PENGGERAKAN  

  

Penurunan 
jumlah 
keluarga 
pra 
sejahtera 
dan KS 1 

100
0 

kk 
               

1.204.750.000 

KETAHANAN 
KESEJAHTERAAN 
KELUARGA DAN 
PENGGERAKAN  

  

Penurunan 
jumlah 
keluarga pra 
sejahtera dan 
KS 1 

100
0 

kk 970.897.000 

  

  

  

  

Peningkata
n Jumlah 
Desa Yang 
memiliki 
kelompok 
Tribina 

10 klp   

  

  

Peningkatan 
Jumlah Desa 
Yang 
memiliki 
kelompok 
Tribina 

10 klp   

  

  Kegiatan : 
  

Output :       Kegiatan : 
  

Output :         

1 

Pusat Pelayanan 
Keluarga Sejahtera 

Kabupaten 

Jumlah 
kegiatan 
Pusyan 
Gatra 

22 keg 150.000.000 

Pusat Pelayanan 
Keluarga Sejahtera 

Kabupaten 

Jumlah 
kegiatan 
Pusyan 
Gatra 

22 keg 79.085.000 

  



(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 

2 

KIE Berbagai Media 
dan Mupen 

Kecamatan 
dan 

Kabupaten 

Jumlah 
kegiatan 
KIE 
berbagai 
Media 
Mupen 

12 keg 210.000.000 

KIE Berbagai 
Media dan Mupen 

Kecamatan 
dan 

Kabupaten 

Jumlah 
kegiatan KIE 
berbagai 
Media Mupen 

12 keg 127.737.000 

  

3 

Pengembangan 
pusat layanan 
informasi dan 
konseling KRR 

Kecamatan 
dan 

Kabupaten 

Jumlah 
kegiatan 
PIK/KRR 

30 keg 284.000.000 

Pengembangan 
pusat layanan 
informasi dan 
konseling KRR 

Kecamatan 
dan 

Kabupaten 

Jumlah 
kegiatan 
PIK/KRR 

30 keg 213.325.000 

  

4 

pembinaan tri bina 
(BKB, BKR, BKL) 
dan UUPKS 

Kecamatan 
dan 

Kabupaten 

Jumlah 
pembinaan 
tribina dan 
UPPKS 

12 keg 155.750.000 

pembinaan tri bina 
(BKB, BKR, BKL) 
dan UUPKS 

Kecamatan 
dan 

Kabupaten 

Jumlah 
pembinaan 
tribina dan 
UPPKS 

12 keg 145.750.000 

  

5 

Pelaksanaan dan 
Peningkatan Peran 
Serta Organisasi 
Kemasyarakatan 

Tk. Daerah 
Kab/Kota dalam 
Pembangunan 
Keluarga melalui 
Pembinaan 
Ketahanan dan 
Kesejahteraan 
Keluarga 

Kecamatan 
dan 

Kabupaten 
 

Jumlah 
Pembinaan 
Ketahanan 
dan 

Kesejahtera
an keluarga 

12 bln 405.000.000 

Pelaksanaan dan 
Peningkatan Peran 
Serta Organisasi 
Kemasyarakatan 

Tk. Daerah 
Kab/Kota dalam 
Pembangunan 
Keluarga melalui 
Pembinaan 
Ketahanan dan 
Kesejahteraan 
Keluarga 

Kecamatan 
dan 

Kabupaten 
 

Jumlah 
Pembinaan 
Ketahanan 
dan 

Kesejahteraa
n keluarga 

12 bln 405.000.000 

  

  Program : 
  

Outcome :       Program : 
  

Outcome :         

6 

PEMBERDAYAAN 
PEREMPUAN DAN 
PERLINDUNGAN 
ANAK 

  

Peningkata
n jumlah 
anggaran 
yang 
responsif 
gender 

25 % 
1.589.424.926 

 

PEMBERDAYAAN 
PEREMPUAN DAN 
PERLINDUNGAN 
ANAK 

  

Peningkatan 
jumlah 
anggaran 
yang 
responsif 
gender 

25 % 1.490.340.806 

  

  

    

presentase 
Kekerasan 
perempuan 
yang 
terselesaika
n 

100 %   

    

presentase 
Kekerasan 
perempuan 
yang 
terselesaikan 

100 %   

  



(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 

  

    

presentase 
Kekerasan 
anak yang 
terselesaika
n 

100 %   

    

presentase 
Kekerasan 
anak yang 
terselesaikan 

100 %   

  

  Kegiatan : 
  

Output :       Kegiatan : 
  

Output :         

1 

Pelaksanaan KIE 
tentang keadilan 
dan kesetaraan 
gender (KKG) 

Kabupaten 

Jumlah 
kegiatan 
KIE KKG 

55 keg 520.965.500 

Pelaksanaan KIE 
tentang keadilan 
dan kesetaraan 
gender (KKG) 

Kabupaten 

Jumlah 
kegiatan KIE 
KKG 

55 keg 614.072.000 

  

2 

Pelatihan 
peningkatan 
ketrampilan bagi 
organisasi 
perempuan dan 
masyarakat 

Kabupaten 

Jumlah 
organisasi 
perempuan 
dan 
masyarakat 
yang 
mendapat 
pelatihan 

20 klp 238.709.620 

Pelatihan 
peningkatan 
ketrampilan bagi 
organisasi 
perempuan dan 
masyarakat 

Kabupaten 

Jumlah 
organisasi 
perempuan 
dan 
masyarakat 
yang 
mendapat 
pelatihan 

20 klp 25.583.000 

  

3 

Evaluasi PUG 

Kabupaten 

Jumlah 
kegiatan 
evaluasi 
PUG 

4 keg 253.699.806 

Evaluasi PUG 

Kabupaten 

Jumlah 
kegiatan 
evaluasi PUG 

4 keg 183.635.806 

  

4 

Fasilitasi  
perlindungan 

perempuan 
Kabupaten 

Jumlah 
perempuan 

yang 
terfasilitasi 

25 0rg 100.000.000 

Fasilitasi  
perlindungan 

perempuan 
Kabupaten 

Jumlah 
perempuan 

yang 
terfasilitasi 

25 0rg 100.000.000 

  

5 Fasilitasi 
perlindungan anak 

Kabupaten 
Jumlah 
anak yang 
terfasilitasi 

30 0rg 100.000.000 Fasilitasi 
perlindungan anak 

Kabupaten 
Jumlah anak 
yang 
terfasilitasi 

30 0rg 100.000.000 
  

6 Fasilitasi 
kabupaten layak 
anak 

Kabupaten 

Jumlah 
OPD yang 
tersosialisa
si tentang 
KLA 

56 opd 376.050.000 Fasilitasi 
kabupaten layak 
anak 

Kabupaten 
Jumlah OPD 
yang 
tersosialisasi 
tentang KLA 

56 opd 467.050.000 

  

 TOTAL 
13.985.956.60

0 
TOTAL 13.344.703.480 

 



2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 

Sebagai dokumen perencanaan, Rencana Kerja tahunan Dinas 

Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan disusun melalui 

forum MUSRENBANGDES, forum MUSRENBANGCAM dan forum 

Organisasi Pemerintah Daerah (OPD). Stakeholder menyampaikan 

masukan tentang prioritas kegiatan pembangunan yang hasilnya 

dituangkan dalam Rancangan Rencana Kerja Dinas Keluarga Berencana 

dan Pemberdayaan Perempuan. Rancangan Rencana Kerja tersebut 

kemudian dibahas dalam musrenbang kabupaten untuk 

mematangkan/memutakhirkan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah 

Daerah (RKPD). Dalam menyusun rencana kerja Dinas Keluarga 

Berencana dan Pemberdayaan Perempuan, selain harus mempedomani 

Renstra Dinas Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan, juga 

harus mempertimbangkan hasil MUSRENBANGKAB/RKPD Final. Usulan 

dari Masyarakat pada kegiatan forum OPD berasal dari PIK Remaja, 

Ikatan Bidan Indonesia (IBI), PKK, Dharmawanita, Fatayat, Muslimat, 

Aisyiyah, Lembaga Perlindungan Anak (LPA), Kepolisian, Kodim, unsur 

OPD terkait, Kementerian Agama, Petugas lapangan KB dan Penyuluh 

KB yang secara substansial mengusulkan kegiatan pembinaan 

PPKBD/Sub PPKBD, pembinaan dan pelatihan organisasi masyarakat 

dan organisasi perempuan, pembinaan TRIBINA (BKB/BKL/BKR/PIK-R) 

dan UPPKS, media KIE bagi kader, pembinaan forum anak, penanganan 

kekerasan perempuan dan anak dan pendampingan korban kekerasan. 

Usulan tersebut kemudian dijadikan pertimbangan dalam penyusunan 

Rencana Kerja Dinas Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan 

Tahun 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabel 2.11. USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2020 

KABUPATEN PASURUAN 

Perangkat Daerah : Dinas Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan 
 No Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Besaran / Volume Catatan 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

  Program :   Outcome :     

1 
PELAYANAN 

ADMINISTRASI 
PERKANTORAN 

 
Prosentase pemenuhan 
pelayanan perkantoran 

1.090.611.200 
 

  Kegiatan : 
 

Output : 
  

1 
Penyediaan Jasa 
Komunikasi, Sumber Daya 
Air dan Listrik 

Kabupaten 
Jumlah pembayaran listrik 
/ air / telepon / internet  

50.000.000 
 

2 
Penyediaan Jasa 
Administrasi Keuangan 

Kabupaten 

Jumlah Pembayaran honor 
pengelola keuangan, 
pengelola aset, pelaku 
pengadaan barang / jasa  

22.805.000 
 

3 Penyediaan Alat Tulis Kantor Kabupaten Jumlah Pembelian ATK  
30.000.000 

 

4 
Penyediaan Barang Cetakan 
dan Penggandaan 

Kabupaten 
Jumlah Barang cetakan 
dan Penggandaan  

9.050.000 
 

5 
Penyediaan Peralatan dan 
Perlengkapan Kantor 

Kabupaten 
Jumlah Pembelian 
Peralatan dan 
Perlengkapan Kantor  

10.000.000 
 

6 
Penyediaan Makanan dan 
Minuman 

Kabupaten 
Jumlah Kegiatan rapat dan 
tamu  

50.000.000 
 

7 
Penyediaan Jasa 
Perkantoran 

Kabupaten 
Jumlah pembayaran honor 
tenaga kontrak dan THL  

798.756.200 

 
 
 
 
 
 
 



(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

8 
Rapat-rapat Kordinasi dan 
Konsultasi Ke Luar Daerah 

Kabupaten 
Jumlah Laporan koordinasi 
dan konsultasi  

90.000.000   

9 
Penyusunan Laporan Kinerja 
Keuangan 
 

Kabupaten 
Jumlah kegiatan Penilaian 
Angka Kredit 

30.000.000 
  
 

   
Jumlah kegiatan Forum 
Perangkat Daerah    

  Program : 
 

Outcome : 
 

  

2 
PENINGKATAN SARANA 
DAN PRASARANA 
APARATUR 

 
Prosentase meningkatnya 
Sarpras Aparatur 

375.000.000 
 

  Kegiatan : 
 

Output : 
  

1 
Pembangunan Gedung 
Kantor 

Kabupaten dan 
Kecamatan 

Jumlah pembangunan 
gedung  

10.000.000  

2 
Pengadaan Perlengkapan 
Gedung Kantor 

Kabupaten 
Jumlah Pengadaan 
perlengkapan gedung 
kantor  

2.500.000  

3 Pengadaan Mebelair Kabupaten 
Jumlah pengadaan 
mebelair  

2.500.000  

4 Pengadaan Peralatan Kantor Kabupaten 
Jumlah pengadaan 
peralatan kantor  

30.000.000  

5 
Pemeliharaan Rutin/berkala 
Gedung kantor 

Kabupaten 
Jumlah pemeliharaan 
rutin/berkala gedung 
kantor  

85.000.000  

6 
Pemeliharaan Rutin/berkala 
Kendaraan 
Dinas/Operasional 

Kabupaten 
Jumlah pemeliharaan 
rutin/berkala kendaraan 
dinas / operasional  

195.000.000  

7 
Pemeliharaan Rutin/berkala 
Peralatan Kantor 

Kabupaten 
Jumlah pemeliharaan 
rutin/berkala peralatan 
kantor  

10.000.000 

 
 
 
 

 



(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

  Program : 
 

Outcome : 
 

  

3 
KELUARGA BERENCANA 
DAN PENGENDALIAN 
PENDUDUK 

 
 Peningkatan jumlah 
akseptor 

8.982.854.474   

  Kegiatan : 
 

Output : 
 

  

1 KIE dan pelayanan KB Kecamatan 
Jumlah kegiatan pelayanan 
KIE dan pelayanan KB 

382.396.000 
  

2 Biaya operasional KB 
BPKB Kecamatan 

dan Kab 
Jumlah biaya BOKB 

7.094.696.000 
  

3 
Pembinaan PPKBD dan Sub 
PPKBD 

Kecamatan dan 
Kabupaten 

Jumlah kegiatan 
pembinaan kader 

396.060.000 
  

4 

 Meningkatnya dukungan 
sarana dan prasarana 
pelayanan dan penyuluhan 
KB  

Kecamatan dan 
Kabupaten 

 Jumlah sarana prasarana 
penyuluhan dan pelayanan 
KB  

970.500.000 
  

5 
 Pencatatan pelaporan dan 
pendataan keluarga  

Kabupaten 
 Jumlah kegiatan 
pencatatan pelaporan dan 
PK  

91.800.000 
 

6 
 Pembinaan Koalisi 
Kependudukan  

Kabupaten  Jumlah kegiatan koalisi  
20.000.000 

  

7 
 Sosialisasi Dimensi 
Kependudukan  

Kabupaten 
 Jumlah sosialisasi dimensi 
kependudukan   

27.402.474 
  

  Program : 
 

Outcome : 
 

  

4 
PEMBINAAN LINGKUNGAN 
SOSIAL  

Prosentase Meningkatnya 
Pembinaan Lingkungan 
Sosial 

475.000.000 
 

  

  Kegiatan : 
 

Output : 
 
 

  



(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

1 

Pembinaan dan Pelatihan 
Keterampilan Kerja bagi 
Tenaga Kerja dan 
Masyarakat 

Kecamatan 
Jumlah kegiatan 
Pembinaan dan Pelatihan 
Keterampilan Kerja 

475.000.000   

  Program : 
 

Outcome : 
 

  

5 

KETAHANAN 
KESEJAHTERAAN 
KELUARGA DAN 
PENGGERAKAN  

 

Penurunan jumlah 
keluarga pra sejahtera dan 
KS 1 

970.897.000   

    
 

Peningkatan Jumlah Desa 
Yang memiliki kelompok 
Tribina 

 
  

  Kegiatan : 
 

Output : 
 

  

1 
Pusat Pelayanan Keluarga 
Sejahtera 

Kabupaten 
Jumlah kegiatan Pusyan 
Gatra 

79.085.000   

2 
KIE Berbagai Media dan 
Mupen 

Kecamatan dan 
Kabupaten 

Jumlah kegiatan KIE 
berbagai Media Mupen 

127.737.000   

3 
Pengembangan pusat 
layanan informasi dan 
konseling KRR 

Kecamatan dan 
Kabupaten 

Jumlah kegiatan PIK/KRR 213.325.000   

4 
pembinaan tri bina (BKB, 
BKR, BKL) dan UUPKS 

Kecamatan dan 
Kabupaten 

Jumlah pembinaan tribina 
dan UPPKS 

145.750.000   

5 

Pelaksanaan dan 
Peningkatan Peran Serta 
Organisasi Kemasyarakatan 
Tk. Daerah Kab/Kota dalam 
Pembangunan Keluarga 
melalui Pembinaan 
Ketahanan dan 
Kesejahteraan Keluarga 

Kecamatan dan 
Kabupaten 

Jumlah Pembinaan 
Ketahanan dan 
Kesejahteraan keluarga 

405.000.000   

      

      



(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

  Program : 
 

Outcome : 
 

  

6 
PEMBERDAYAAN 
PEREMPUAN DAN 
PERLINDUNGAN ANAK 

 

Peningkatan jumlah 
anggaran yang responsif 
gender 

1.490.340.806   

    
 

presentase Kekerasan 
perempuan yang 
terselesaikan 

 
  

    
 

presentase Kekerasan anak 
yang terselesaikan  

  

  Kegiatan : 
 

Output : 
 

  

1 
Pelaksanaan KIE tentang 
keadilan dan kesetaraan 
gender (KKG) 

Kabupaten Jumlah kegiatan KIE KKG 614.072.000   

2 
Pelatihan peningkatan 
ketrampilan bagi organisasi 
perempuan dan masyarakat 

Kabupaten 

Jumlah organisasi 
perempuan dan 
masyarakat yang mendapat 
pelatihan 

25.583.000   

3 Evaluasi PUG Kabupaten 
Jumlah kegiatan evaluasi 
PUG 

183.635.806   

4 
Fasilitasi  perlindungan 
perempuan 

Kabupaten 
Jumlah perempuan yang 
terfasilitasi 

100.000.000   

5 Fasilitasi perlindungan anak Kabupaten 
Jumlah anak yang 
terfasilitasi 

100.000.000   

6 
Fasilitasi kabupaten layak 
anak 

Kabupaten 
Jumlah OPD yang 
tersosialisasi tentang KLA 

467.050.000   

 TOTAL 13.344.703.480  



BAB III 

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 

 

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional 

Kebijakan merupakan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan 

oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk 

dalam pelaksanaan program/kegiatan guna kelancaran dan keterpaduan 

dalam mewujudkan sasaran, tujuan serta visi dan misi instansi 

pemerintah, dalam hal ini Dinas Keluarga Berencana dan Pemberdayaan 

Perempuan. 

Kebijakan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sedapat mungkin 

selaras dengan kebijakan Pemerintah Kabupaten bahkan dengan 

kebijakan pemerintah pusat. Kebijakan (umum) Program Keluarga 

Berencana dan Pemberdayaan Perempuan yang berlaku sebagai pedoman 

pelaksanaan program dan kegiatan Keluarga Berencana dan 

Pemberdayaan Perempuan adalah sebagai berikut : 

1. Adanya perkawinan usia muda <21 tahun bagi wanita : 21, 80%, Tk. I 

16,5% 

2. Rendahnya ber-KB MKJP sebesar 20,67% tahun 2018 

3. Tingginya Unmeet Need 11,7%, belum mencapai target 10% tahun 2018 

4. Tingginya laju pertumbuhan penduduk 0,97% di atas Provinsi Jatim 

0,73% 

 

3.2. Tujuan dan Sasaran Kinerja 

Merujuk pada Misi ke 5 yaitu Meningkatkan Pelayanan Dasar 

terutama Pelayanan Kesehatan, Pemukiman dan Pendidikan dengan 

Mengintegrasikan Pendidikan Formal dan Non Formal sebagai wujud 

afirmasi Pendidikan Karakter di Kabupaten Pasuruan, maka 

tujuanDinas Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan 

Kabupaten Pasuruan ditentukan sebagai berikut : 

1. Tujuan 

Berdasarkan misi nomer 5  Pemerintah Kabupaten Pasuruan maka 

tujuan Dinas Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan 

Kabupaten Pasuruan 2018-2023 yang merujuk pada sasaran 

Pemerintah Kabupaten Pasuruan nomor 5.1.1 adalah sebagai 

berikut: 

a. MeningkatnyaKesetaraan Masyarakat dengan indikator Indeks 

Pembangunan Gender (IPG). 

2. Sasaran 

Untuk mencapai tujuan perlu adanya sasaran,  pada Dinas 

Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan mempunyai 

sasaran sebagai berikut : 

a. Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 

b. Meningkatnya Keluarga Sejahtera yang Religius dan Berkualitas  

c. Meningkatnya Kesertaan ber-KB.  

Dalam menetukan sasaran perlu adanya indikator sasaran antara 

lain : 

Sasaran pertama  (Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak) mempunyai indikator sasaran sebagai berikut : 

1. Presentase anggaran yang responsive gender 



2. Presentase kekerasan terhadap perempuan dan anak 

Sasaran kedua (Meningkatnya Keluarga Sejahtera yang Religius dan 

Berkualitas) mempunyai indikator sasaran sebagai berikut : 

1. Presentase Tahapan Keluarga Pra S dan KS I 

Sasaran ketiga (Meningkatnya Kesertaan ber-KB) mempunyai 

indikator sasaran sebagai berikut : 

1. Presentase cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang menjadi 

peserta KB aktif 

Adapun keselarasan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dari RPJMD dengan 

tujuan dan sasaran Dinas Keluarga Berencana dan  Pemberdayaan 

Perempuan Kabupaten Pasuruan seperti pada tabel dibawah ini : 



Tabel 3.1. 

Keselaran Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Bupati Pasuruan dengan Tujuan dan Sasaran 

Dinas Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Pasuruan 

Periode Tahun 2018 s/d 2023 

BUPATI PASURUAN DINAS KB DAN PP KABUPATEN PASURUAN 

VISI MISI TUJUAN INDIKATOR SASARAN INDIKATOR TUJUAN INDIKATOR SASARAN INDIKATOR BIDANG / URUSAN 

MENUJU 
KABUPATEN 
PASURUAN 
YANG 
SEJAHTERA, 
MASLAHAT, 
DAN 
BERDAYA 
SAING 

5. Meningkatka
n Pelayanan 
Dasar 
terutama 
Pelayanan 
Kesehatan, 
Pemukiman 
dan 
Pendidikan 
dengan 
Mengintegras
ikan 
Pendidikan 
Formal dan 
Non Formal 
sebagai 
wujud 
afirmasi 
Pendidikan 
Karakter di 

Kabupaten 
Pasuruan 

5.1 Mewujudkan 
Sumber 
Daya 
Manusia 
yang 
berkualitas 

IPM (Indeks 
Pembangunan 
Manusia) 

5.1.1 Meningka
tkan 
Kesetaraa
n 
Masyarak
at 

I P G (Indeks 
Pembangunan 
Gender) 

Meningkatkan 
Kesetaraan 
Masyarakat 

I P G (Indeks 
Pembanguna
n Gender) 

1. Meningkatn
ya 
Pemberday
aan, 
Perempuan 
dan 
Perlindunga
n Anak 

Persentase 
anggaran 
yang 
responsif 
gender 

1. Pemberdayaan 
Perempuan dan 
Perlindungan 
Anak 

Persentase 
Kekerasan 
Perempuan 
dan Anak 

2. Meningkatn
ya Keluarga 

Sejahtera 
yang 
Religius 
dan 
Berkualitas 

Persentase 
Tahapan 

Keluarga 
Pra-S dan 
KS-I 

2. Ketahanan, 
Kesejahteraan 

Keluarga dan 
Penggerakan 

3. Meningkatn
ya 
Kesertaan 
ber-KB 

Persentase 
Cakupan 
Pasangan 
Usia Subur 
(PUS) yang 
menjadi 
Peserta KB 
Aktif 

3 Keluarga 
Berencana dan 
Pengendalian 
Penduduk 



3.3. Program dan Kegiatan Dinas Keluarga Berencana dan 

Pemberdayaan Perempuan Tahun 2020 

Program dan kegiatan Dinas Keluarga Berencana dan 

Pemberdayaan Perempuan tahun 2020 adalah sebagai berikut : 

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 

Kegiatan : 

a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 

b. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 

c. Penyediaan Alat Tulis Kantor 

d. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 

e. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 

f.   Penyediaan Makanan dan Minuman 

g. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 

h. Penyediaan Jasa Perkantoran 

i.   Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan 

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 

Kegiatan : 

a. Pembangunan Gedung Kantor 

b. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 

c. Pengadaan Mebelair 

d. Pengadaan Peralatan Kantor 

e. Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor 

f.    Pemeliharaan rutin/berkala KendaraanDinas/ Operasional 

g. Pemeliharaan rutin/berkala PeralatanKantor 

3. Program Keluarga Berencana dan Pengendalian Penduduk 

Kegiatan : 

a. KIE dan Pelayanan KB 

b. Biaya Operasional KB 

c. Pembinaan PPKBD dan Sub PPKBD 

d. Meningkatnya Dukungan Sarana dan Prasarana Pelayanan dan 

Penyuluhan KB 

e. Pencatatan Pelaporan dan Pendataan Keluarga 

f.   Pembinaan Koalisi Kependudukan  

g. Sosialisasi Dimensi Kependudukan 

4. Program Pembinaan Lingkungan Sosial 

Kegiatan : 

a. Pembinaan dan Pelatihan Keterampilan Kerja bagi Tenaga Kerja 

dan Masyarakat 

5. Program Ketahanan Kesejahteraan Keluarga dan Penggerakan 

Kegiatan : 

a. Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera 

b. KIE Berbagai Media dan Mupen 

c. Pengembangan Pusat Layanan Informasi dan Konseling KRR 

d. Pembinaan Tribina (BKB,BKR,BKL) dan UPPKS 

e. Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi 

Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kab/Kota dalam Pembangunan 

Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan 

Keluarga 

 

 



6. Program Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 

Kegiatan : 

a. Pelaksanaan KIE tentang keadilan dan kesetaraan gender (KKG) 

b. Pelatihan Peningkatan Keterampilan bagi organisasi Perempuan 

dan Masyarakat 

c. Evaluasi PUG 

d. Fasilitasi Perlindungan Perempuan 

e. Fasilitasi Perlindungan Anak 

f.  Fasilitasi Kabupaten Layak Anak 

 

 

BAB IV 

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 

 

Berdasarkan program dan kegiatan pada Dinas Keluarga Berencana dan 

Pemberdayaan Perempuan tahun 2020, rencana kerja dan pendanaan 

tercantum pada table dibawah ini :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
Tabel 4.1. 

   
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN  2020 DAN 

   
PERKIRAN MAJU TAHUN 2021 

   
KABUPATEN PASURUAN 

Perangkat Daerah : Dinas Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Pasuruan 
 

Kode 

Urusan/Bidang 
Urusan 

Pemerintahan 
Daerah dan 

Program/Kegiat
an 

Indikator Kinerja Program / 
Kegiatan  

Rencana Tahun 2020 

Catatan 
Penting 

Perkiraan Maju Rencana Tahun 
2021 

Lokasi 
Target Capaian 

Kinerja 

Kebutuhan 
Dana / Pagu 

Indikatif 

Sumber 
Dana 

Target Capaian 
Kinerja 

Kebutuhan 
Dana / Pagu 

Indikatif 

(1) (2) (3) (4) (5)   (6) (7) (8) 
(9) 
  

(10) 

        Program : Outcome :                   

        

PELAYANAN 
ADMINISTRASI 
PERKANTORAN 

Prosentase pemenuhan pelayanan 
perkantoran 

  
100 % 1.090.611.200     100 % 1.533.078.200 

        
Kegiatan : Output : 

      
 

        
 

        

Penyediaan Jasa 
Komunikasi, 
Sumber Daya Air 
dan Listrik 

Jumlah pembayaran listrik / air / 
telepon / internet  

Kabupaten 12 bln 
50.000.000 

DAU   12 Bln 95.098.400 

        

Penyediaan Jasa 
Administrasi 
Keuangan 

Jumlah Pembayaran honor pengelola 
keuangan, pengelola aset, pelaku 
pengadaan barang / jasa  Kabupaten 12 bln 

22.805.000 
DAU   12 Bln 90.000.000 

        

Penyediaan Alat 
Tulis Kantor 

Jumlah Pembelian ATK  
Kabupaten 12 bln 

30.000.000 
DAU   12 Bln 35.000.000 

        

Penyediaan 
Barang Cetakan 
dan 
Penggandaan 

Jumlah Barang cetakan dan 
Penggandaan  

Kabupaten 12 bln 
9.050.000 

DAU   12 Bln 24.500.000 

        

Penyediaan 
Peralatan dan 
Perlengkapan 
Kantor 

Jumlah Pembelian Peralatan dan 
Perlengkapan Kantor  

Kabupaten 12 bln 
10.000.000 

DAU   12 Bln 22.500.000 

        

Penyediaan 
Makanan dan 
Minuman 

Jumlah Kegiatan rapat dan tamu  
Kabupaten 12 bln 

50.000.000 
DAU   12 Bln 71.500.000 



(1) (2) (3) (4) 
(5) 
 

(6) (7) (8) (9) 
 

(10) 

        

Penyediaan Jasa 
Perkantoran 

Jumlah pembayaran honor tenaga 
kontrak dan THL  Kabupaten 12 bln 

798.756.200 
DAU   12 Bln 955.956.300 

        

Rapat-rapat 
Kordinasi dan 
Konsultasi Ke 
Luar Daerah 

Jumlah Laporan koordinasi dan 
konsultasi  

Kabupaten 12 bln 
90.000.000 

DAU   12 Bln 197.223.500 

        

Penyusunan 
Laporan Kinerja 
Keuangan 
 

Jumlah kegiatan Penilaian Angka 
Kredit 

Kabupaten 12 bln 
30.000.000 

DAU   1 Keg 41.300.000 

        

 Jumlah kegiatan Forum Perangkat 
Daerah  Kabupaten 1 keg 

 
DAU 

 
1 Keg 

 

        
Program : Outcome : 

                  

        

PENINGKATAN 
SARANA DAN 
PRASARANA 
APARATUR 

Prosentase meningkatnya Sarpras 
Aparatur 

  

100 % 335.000.000     100 % 
 

589.700.000 

        
Kegiatan : Output : 

                  

        

Pembangunan 
Gedung Kantor 

Jumlah pembangunan gedung  Kecamatan 
dan 

Kabupaten 
12 bln 

10.000.000 
DAU   12 Bln 100.000.000 

        

Pengadaan 
Perlengkapan 
Gedung Kantor 

Jumlah Pengadaan perlengkapan 
gedung kantor  Kabupaten 12 bln 

2.500.000 
DAU   12 Bln 15.500.000 

        

Pengadaan 
Mebelair 

Jumlah pengadaan mebelair  
Kabupaten 12 bln 

2.500.000 
DAU   12 Bln 7.700.000 

        

Pengadaan 
Peralatan Kantor 

Jumlah pengadaan peralatan kantor  
Kabupaten 12 bln 

30.000.000 
DAU   12 Bln 30.000.000 

        

Pemeliharaan 
Rutin/berkala 
Gedung kantor 

Jumlah pemeliharaan rutin/berkala 
gedung kantor  
 
 

Kabupaten 12 bln 85.000.000 DAU  12 Bln 30.000.000 
 
 
 
 
 
 

 
 



(1) (2) (3) (4) 
(5) 
 

(6) (7) (8) 
(9) 
 

(10) 

        

Pemeliharaan 
Rutin/berkala 
Kendaraan 
Dinas/Operasion
al 

Jumlah pemeliharaan rutin/berkala 
kendaraan dinas / operasional  

Kabupaten 12 bln 195.000.000 DAU   12 Bln 380.000.000 

        

Pemeliharaan 
Rutin/berkala 
Peralatan Kantor 

Jumlah pemeliharaan rutin/berkala 
peralatan kantor  Kabupaten 12 bln 10.000.000 DAU   12 Bln 26.500.000 

        
Program : Outcome :   

 
  

 
        

 

        

KELUARGA 
BERENCANA 
DAN 
PENGENDALIAN 
PENDUDUK 

 Peningkatan jumlah akseptor   

7.050  aks  8.982.854.474     7.755 Aks 
9.049.753.474 

 

        
Kegiatan : Output :   

 
  

 
        

 

        

KIE dan 
pelayanan KB 

Jumlah kegiatan pelayanan KIE dan 
pelayanan KB Kecamatan 51 keg 

382.396.000 
DAU   56 Keg 470.383.874 

        

Biaya 
operasional KB 

Jumlah biaya BOKB BPKB 
Kecamatan 

dan Kab 
12 bln 

7.094.696.000 
DAK   12 Bln 

             
6.536.025.000  

 

        

Pembinaan 
PPKBD dan Sub 
PPKBD 

Jumlah kegiatan pembinaan kader Kecamatan 
dan 

Kabupaten 
3 keg 

396.060.000 
DAU   3 Keg 817.890.500 

        

 Meningkatnya 
dukungan 
sarana dan 
prasarana 
pelayanan dan 
penyuluhan KB  

 Jumlah sarana prasarana 
penyuluhan dan pelayanan KB  

Kecamatan 
dan 

Kabupaten 
2 jns 

970.500.000 
DAK   2 Jns 

             
1.040.000.000  

 

        

 Pencatatan 
pelaporan dan 
pendataan 
keluarga  

 Jumlah kegiatan pencatatan 
pelaporan dan PK  

Kabupaten 14 keg 
91.800.000 

DAU   14 Keg 98.800.000 

        

 Pembinaan 
Koalisi 
Kependudukan  

 Jumlah kegiatan koalisi  Kabupaten 1 keg 20.000.000 DAU  1 Keg 50.000.000 
 
 
 
 
 



(1) (2) (3) (4) 
(5) 
 (6) (7) (8) 

(9) 
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 Sosialisasi 
Dimensi 
Kependudukan  

 Jumlah sosialisasi dimensi 
kependudukan   Kabupaten 1 keg 

 
27.402.474 

 
DAU   1 keg 36.654.1000 

        
Program : Outcome :                 

 

        

PEMBINAAN 
LINGKUNGAN 
SOSIAL 

Prosentase Meningkatnya Pembinaan 
Lingkungan Sosial 

  

100 % 475.000.000     100 % 150.000.000 

        
Kegiatan : Output :                 

 

        

Pembinaan dan 
Pelatihan 
Keterampilan 
Kerja bagi 
Tenaga Kerja dan 
Masyarakat 

Jumlah kegiatan Pembinaan dan 
Pelatihan Keterampilan Kerja 

Kecamatan 6 keg 475.000.000 DBHCT   6 keg 150.000.000 

        
Program : Outcome : 

                
 

        

KETAHANAN 
KESEJAHTERAA
N KELUARGA 
DAN 
PENGGERAKAN  

Penurunan jumlah keluarga pra 
sejahtera dan KS 1 

  

1000 kk 
 

970.897.000 
    1100 kk 1.204.750.000 

        

  Peningkatan Jumlah Desa Yang 
memiliki kelompok Tribina 

  

10 klp       20 klp 
 

        
Kegiatan : Output : 

                
 

        

Pusat Pelayanan 
Keluarga 
Sejahtera 

Jumlah kegiatan Pusyan Gatra Kabupaten 
22 keg 79.085.000 DAU   24 keg 150.000.000 

        

KIE Berbagai 
Media dan 
Mupen 

Jumlah kegiatan KIE berbagai Media 
Mupen 

Kecamatan 
dan 

Kabupaten 
12 keg 127.737.000 DAU   13 keg 210.000.000 

        

Pengembangan 
pusat layanan 
informasi dan 
konseling KRR 

Jumlah kegiatan PIK/KRR Kecamatan 
dan 

Kabupaten 

30 keg 213.325.000 DAU  30 keg 284.000.000 
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Pembinaan tri 
bina (BKB, BKR, 
BKL) dan UUPKS 

Jumlah pembinaan tribina dan 
UPPKS 

Kecamatan 
dan 

Kabupaten 
12 keg 145.750.000 DAU   13 keg 155.750.000 

        

Pelaksanaan dan 
Peningkatan 
Peran Serta 
Organisasi 
Kemasyarakatan 
Tk. Daerah 
Kab/Kota dalam 
Pembangunan 
Keluarga melalui 
Pembinaan 
Ketahanan dan 
Kesejahteraan 
Keluarga 

Jumlah Pembinaan Ketahanan dan 
Kesejahteraan keluarga 

Kecamatan 
dan 

Kabupaten 
12 bln 405.000.000 DAU   12 bln 405.000.000 

        
Program : Outcome : 

                
 

        

PEMBERDAYAA
N PEREMPUAN 
DAN 
PERLINDUNGAN 
ANAK 

Peningkatan jumlah anggaran yang 
responsif gender 

 
25 % 1.490.340.806     50 % 

1.572.718.326 
 

          

presentase Kekerasan perempuan 
yang terselesaikan 

  100 %       100 % 
 

          

presentase Kekerasan anak yang 
terselesaikan   100 %       100 % 

 

        
Kegiatan : Output :                 

 

        

Pelaksanaan KIE 
tentang keadilan 
dan kesetaraan 
gender (KKG) 

Jumlah kegiatan KIE KKG Kabupaten 55 keg 614.072.000 DAU  50 keg 584.258.900 
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Pelatihan 
peningkatan 
ketrampilan bagi 
organisasi 
perempuan dan 
masyarakat 

Jumlah organisasi perempuan dan 
masyarakat yang mendapat 
pelatihan 

Kabupaten 20 klp 25.583.000 DAU   20 klp 243.699.806 

        

Evaluasi PUG Jumlah kegiatan evaluasi PUG 
Kabupaten 4 keg 183.635.806 DAU   - - - 

        

Fasilitasi  
perlindungan 
perempuan 

Jumlah perempuan yang terfasilitasi 
Kabupaten 25 0rg 100.000.000 DAU   30 0rg 135.000.000 

        

Fasilitasi 
perlindungan 
anak Jumlah anak yang terfasilitasi 

Kabupaten 30 0rg 100.000.000 DAU   35 0rg 145.000.000 

        

Fasilitasi 
kabupaten layak 
anak 

Jumlah OPD yang tersosialisasi 
tentang KLA 

Kabupaten 56 opd 467.050.000 DAU   56 opd 464.759.620 

    

TOTAL 13.344.703.480 TOTAL 14.100.000.000 



BAB V 

PENUTUP 

 

Rencana Kerja (RENJA) Organisasi Pemerintah Daerah pada Dinas 

Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Pasuruan 

tahun 2020, disusun sesuai dengan aturan dan urutan penyusuan usulan 

kegiatan. Dalam kegiatan Musrenbang baik dari Tingkat Desa, kecamatan, 

Forum OPD dan Musrenbang Kabupaten, Keluarga Berencana dan 

Pemberdayaan Perempuan merupakan salah satu prioritas pembangunan di 

masyarakat dalam mewujudkan keluarga yang berkualitas dan sejahtera, 

pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dalam rangka mewujudkan 

Visi,Misi Bupati terkait dengan urusan keluarga berencana dan pengendalian 

penduduk serta pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. 

Rencana Tindak Lanjut dari usulan Renja Dinas Keluarga Berencana dan 

Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Pasuruan tahun 2020 ini akan 

dipertimbangkan untuk dapatnya dipakai acuan dalam menentukan porsi 

anggaran Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dalam RAPBD 

tahun 2020,sehingga Dinas Keluarga Berencana dan Pemberdayaan 

Perempuan mendapatkan porsi anggaran yang berimbang untuk mewujudkan 

visi,misi, tujuan dan sasaran (indikator) Bupati Pasuruan. 

Mudah-mudahan Rencana Kerja ini dapat bermanfaat bagi 

pembangunan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan di wilayah 

Kabupaten Pasuruan. 
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